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Nomor:715lSP3.00233 /2009 dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga SK
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Saat ini, belum ada perlindungan HKI yang memadai bagi Perum

Pegadaian. Padahal, perlindungan tersebut sangat dibuttrhkan, mengingat makin

meningkatnya aktivitas Perum Pegadaian yang memiliki core business

pembiayaan bagi masyarakat menengah ke bawah dan semakin meningkatnya

daya saing Perum Pegadaian di kalangan perusahaan pembiayaan yang ada"

seperti perbankan dan koperasi. Perlindungan HKI akan memberikan kepastian

l1l



perlindungan atas eksistensi kreasi intelektual Perum pegadaian yang dibangun

dengan investasi waktu, energi, dan biaya yang tidak sedikit. perlindungan HKr

juga akan memberikan revenue yang berfungsi income generating karena HKI

tidak hanya semata-mata merupakan suait'property rights tetapi juga merupakan

aset yang sangatpenting dan seiring berkembangnya jaman akan menjadi semakin

penting bagi keberhasilan bisnis dan keunggulan kompetitif (crucial to bustness

success and competitive advantage), dalam persaingan di pasar nasional, bahkan

etdbar. :

Akhir kat4 penelitian ini mungkin masih jauh dari sempurna. Oleh sebab

1tu, laitik yang membangun dan saran berbagai pihak bagi tim peneliti sangat

diharapkan guna menyempumakan penelitian ini, serta sebagai bahan tinjauan

agar tim peneliti dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam penelitian-

penelitian di masa yang akan datang.

Surabaya, Januari 201 I

Tim Peneliti
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BAB I

PENDAIIULUAN

1. 
. 

Latar Belakang Masalah

Sejarah Pegadaian dimulai pada abad XVIII ketika vereenigde oos!

Indische Compagnie (VOC), s,atu maskapai perrtagangan dari Belanda datang ke

lndonesia dengan tujuan berdagang. Dalarn rangka memperlancar kegiatan

perekonomiannya, VOC metd;trikat Bank van Leening yaitu lembaga kredit yang

memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank van Leening didirikan pertama kali

di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan Keputusan Gubernur

Jenderal van Imhoff.r Pada tahtur 1800 setelah /oc dibubarkan, Indonesia berada

di bawah kekuasaan Belarida. pemerintah Belanda merarui Gubernur Jenderal

Deindtes mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat

digadaikan seperti emas, peralq kain, dan sebagian perabot rumah tanggq yang

dapat disimpan dalam waktu yang reratif singkat. Ketika Inggris mengambil arih

kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (lsll - rg16), Gubernur Jenderal

Thomas stamford Raffles (l8ll) rnemunrskan .nhrk membubarkan Bank van

Leening dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh

mendirikan usaha pegadaian dengan ijin (ticentie) dari pemerintah daerah

setempat. Dan dari

penghasilal 2

lisensi tersebut, penrerintah memperoleh tambahan

...r 
Perum Pegadaian, Lapomn Tahunon (Aunuot Report) 2unE,Jakart4 20Og (selanjutnya

disebut Pemm Pegadaian I) h. l?.

2 rbld.

1
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Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), Pemerintatr

Belanda melihat bahwa pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris

banyak merugikan masyarakat. pemegang hak banyak yang melakukan

penyeleweDgffi, mengeruk keunfungan unfuk diri sendiri dengan menetapkan

bunga pinjaman secara sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian oleh lembaga

penelitian yang dipimpin oleh Wolf van Westerrode pada tatrun 1900, clisaranhan

agar sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah, sehingga

dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat

peminjam.3 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan

staatsblaad No. I3l tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengahr

bahwa pendirian pegadaian merupakan rnonopoli Negara dan karena itu hanya

dapat dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan Staatsblaad tersebut, maka

didirikan Pandhuizen ( Rumah Gadai ) Negara, yang pertama kali didirikan di

kota Sukabumi (Jawa Barat) pada taoggal I April 1901 yang selanjutnya

dipEringati sebagai hari Ulang Tahtrn pegadaian.a

Di dalam 'Indische Bedrijvenwent'(pasal2 ), pandhuizen (Rurnah Gadai)

tersebut berubah nanla menjadi Pegaclaian clengan status Perusahaan Negara.

Kemudian Pegadaian sebagai Perusahaan Negaras mengalami beberapa kali

perubahan status perusatraan yang terjadi pada masa pemerintahan Republik

Indonesia sebagai berikut:6

'rbld.
I rbld.,h. tg-

^ s lbtd

, 
6 rbld.-bisa juga'diltd p4" perum pegadaian, cornpany profite , Jakart4 2009

(selaqiutnya disebut Perumpegadaian II), lg.



J

a. Perusahaan Negara Pegadaian @N. Pegadaian) berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 tatrun 1961 (setanjutnya

disingkat PP No. 1781196l) tanggal I Januari 1961, yang

konsekuensinya mengambil alih seluruh kekayaan, hak dan kewajiban

serta Rumah Gadai;

b. Perusahaan Jawatan Pegadaian (Perjan Pegadaian) berdasarkan PP No.

' 711969, yang mengambil atih seluruh hak dan kewajiban, harta

kekayaan serta perlengkapan termasuk pegawai pN pegadaian.

c. Perusatraan'Umum Pegadaian (Perum Pegadaian) berdasarkan PP

No.l0 11990 yang mengambil alih seluruh hak dan kewajiban, harta

kekayaan serta pegawai Perusatrqan Perjan Pegadaian. Selanjutnya PP

No. 10/1990 dirubatr dengan PP No. 103/2000 yang berttrjuan unhrk

memperluas jenis ruahanya mencakup kegiatan menyalurkan uang

pinjaman atas dasar hukum gadai, penyaluran uang pinjaman

berdasarkan jaminan fidusi4 pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa

sertifikasi lo,sam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri

perhiasan emas serta usatra-usaha lainnya@asal 8 PP No 103 Tatrun

2000 ).

Dengan berubahnya status badan hukum menjadi perusahaan Umum,

Manajemen Pegadaian mulai berbenah diri, salah satunya merubatr citra dengan

pemakaian logo baru yang semula memakai logo Departemen Keuangar., menjadi

logo "Pohon rindang wama hijau TC435 dan timbangan warna hitam" disertai

tulisan "Pegadaian" bercetak tebal berbenhrk miring dengan warna hitam.T Logo

'rbrd-
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tersebut sampai saat ini dipertahankan karena nama Pegadaian sudatr menjadi

brand-image dimata masyarakat Indonesia.

Perum Pegadaian adalah perusahaan Negara yang memiliki core business

sebagai perusahaan rumah gadai yang sekaligus berperan sebagai aktor

pembangunan ekonomi dengan slogan "Mengatasi masalatr tanpa masalah".

Sasaran Perum Pegadaian adalatr pengusaha mikro dan kecil karern terbukti

bahwa mereka inilah yang dapat bertahan menghadapi krisis global yang melanda

pada tatrun 1997 lalu, melalui berbagai fasilitas pendanaan yang cepat dan aman,

yang disediakan oleh Pegadaian. Ekspansi pasar juga gencar dilalatkan dengan

nrembuka sebanyak mungkin outlet di mana masyarakat akan lebih mudah untuk

mengaksesnya.

Dalam aktivitasnya Perurn Pegadaian menghadapi iklim persaingan yang

ketat dari para pesainglya. Tak jarang para pesaing menggunakan segala cara

untuk dapat menarik manfaat dari keunggulan Perum Pegadaian, misalnya,

dengan memakai logo dan merek "Pegadaian" seperti kasus yang pernah terjadi

dengan "Bank Mega Syaria" (websitenya: http://www.meqasyariah.co.idn8 dan

"Koperasi Pegadaian".e Selain itu dalam beberapa kasus, ternyata perusahaan

kompetitor mempekerjakan mantan Direktur Utama dan Pejabat Perum

Pegadaian, padahal mereka tentunya merniliki pengetahuan yang seharusnya

8 Rahmi Jened, Pendapat Hukum (legal opinion) atas kasus yang dihadapi Perum
Pegadaian dengan Mega Bank dengan situs websitenya @. yang
diberikan berdasarkan Surat Permintaan Selaetaris Perusahaan Perum Pegadaian No.
84915P.300233/2008 tanggal 2l Ok:tober 2008 (selanjutnya disebut Rahmi Jened I). Peneliti
selanjutnya merekomendasi pendaftaran Kata Pegadaian (tanpa logo) dan Kata Pegadaian Syariah
(tanpa'logo).

'Ratrmi Jened, Legal Opinioq Surabaya Februari 2010 berdasarkan Surat permintaan dari
Z&P. No. 13/AP3/Zl.fP/PGDlIylO tanggal I Februari2010 tentangPermintaanPendapatHukum
Keterangan Ahli terkait dengan Perkara di Pengadilan Negeril Pengadilan Niaaga Makasar
(selanjutnya disebut Rahmi Jenod II).
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v

menjadi informasi yang dirahasiakan bagi Perum Pegadaian.lo Dalam kaitan ini

sesunggulrnya potensi Hak Kekayaan Intelektual -HKI (Intellectual Property

Rights-lPR) di Penrm Pegadiian belum digali dan diberdayakan secara rnaksimal.

Padalral HKI sebagai rezim kepemilikan merupakan intangible asset bagi

perusahaan. HKI jika dikelola secara profesional akan berfungsi sebagai income

generating bagi perusahaan. IIKI dapat menjadi keunggulan kompetitif

(competitive advantage), bahkan keunggulan kepemilikan (the ownership

advantage).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan tatar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalatran

yang akan diteliti adalah:

1. Apa kreasi intelektual dalam aktivitas dan produk Perum Pegadaian

yang memiliki potensi HKI ?

2. Apa strategi perolehan hak dan perlindungan HKI bagi Perum

Pegadaian?

3. Apa Strategi penyadaran HKI sebagai Asset tidak Berw$ud (Intangible

Asset) dari Penrm Pegadaian?

3. Tujuhn Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi HKI di Perum

Pegadaian. Setelatr diketahui potensi HKI dari kreasi intelektual yang timbul dari

l0 Wawancara dengan Bapak Eddy Prawara SE, MBA, Sekretaris Penrsahaan Perum

Pegadaian, Jakarta, 03 Februari 2010.
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akfvitas dan produk yang dihasilkan Perum Pegadaian, maka akan dilakukan

pemetaan berikut shategi perlindungan kreasi intelektual tersebut. Tahap

selanjutnya adalah upaya peningkatan kesadaran hukum akan pentingnya HKI

sebagai asset tidak berwujud (intangible asset) dari Perum Pergad.aian.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi kedua institusi, yakni

Fakultas Hukum Universitas Airlangga ,tan Perurr Pegadaian. Bagi Fakultas

Hukum Universitas Airlangga penelitian ini sebagai pengembangan keilmuarl

khususnya Hak Kekayaan lntcleknral dan sebagai karya nyata penerapan

keiimuaarr bagi dukungan masyarakag khususnya Perum Pegadaian sebagai salah

satu institusi atau wadah usaha yang terdapat di masyarakat. Selain itu penclitian

ini, sebagai salah satu upaya institusi Fakultas Hukum dalam rangka peningkatan

kualitas penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebunrhan, termasuk

kepentingan sra lce holders dan sekaligus sebagai aktivitas keberlanjutan dan MOU

yang telah ditandatangani antara Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan

Perum Pegadaian. Rekomendasi, sebagai hasil penelitian akan menjadi actron

plan dan progmm kegiatan selanjutnya bagi Perum Pegadaian.

Manfaat dari penelitian ini bagi Perum Pegadaian adalah kemampnan

untuk dapat melakukar pemetaan potensi HKI dan strategi perlindringan HKI

secara komprehensif. Selain inr, hasil penelitian ini akan menjadi sumber

referensi upaya peningkatan asset kapabilitas sumberdaya manusia di lingkungan

Perum Pegadaian yang nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran

pentingnya perlindungan HKI sebagai keunggulan kepemilikan (the ownership

advantages), sebagai kekayaan Qtroperty) yang secara akumulasi merupakan

intangible as se t perusahaan.
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BAB II

METODE PEI\IELITIAN

l. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalatr penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis

isu hukum : "Potensi dan Perlindungan HKI pada Fenrm Pegadaian". Penelitian

h'rkum yang dilakukan berbasis pada Ilmu Hukum yang mempunyai karakteristik

sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.ll Pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini adalatr pendekatan undang-undang (statute dpproach) ,

pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case

approach).r2 Pendekatan turdang-undang terkait dengan penelahaan undang-

undang yang mengatur HKI yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di

bidang HKI dan Hukum Perusahaan guna membangun argumentasi hukum untuk

memecahkan isu yang dihadapi.l3 Pandangan yang yang akan diteliti, di

antaranya, aspek HKI sebagai hak milik, perolehan hak, persyaratan substansial

kreasi intelektual yang dapat dilindungi HKI.

2. Bahan Hukurn

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum
t

primer dan batran hulium sekunder. Bahan hukum primer bersifat otoritatif yaitu

1r Peter Mahmud Mz, Penelltlan Hukum, Kencana Prenada Media Group,Jakart4 2005,
h.22.

'2 rbrd., h.94-95.

" ibti.,n.ioi.

7
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UU yang mengatur HKI dan UU yang mengatur Perum Pegadaian sebagai suatu

perusatraan. UU yang mengatur HKI meliputi: No. 19D002 Tentang Hak Cipta"

UU No. 1412001 'fentang Paten, UU No. l5l20}l Tentang Merek, UU No.

2gt2O0O Tentang Perlindungan Varitas Tanaman, UU No. 30/2000 Tentang

Rahasia Dagang dan UU No. 3ll2000 Tentang Desain Industri. Sedangkan UU

yang mengatur Perum Pegadaian meliputi: ULI No. 1912003 Tentang Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), PP No. 10/1990 juncto PP No. 103/2000 Tentang Perum

Pegadaian.

Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen resmi, meliputi: buku teks, kamus hukum, junnal

hukum, pendapat hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang terkait

dengan HKI, pembiayaan dengan sistem gadai dan fidusi4 serta hukum

penrsahaan. Selain itu sebagai tambahan informasi digunakan bahan non hukum

yang diperoleh dari wawancara dengan beberapapihak terkait.la

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan 'bahan hukum primer dilakukan dengan cara

mqncari,'Inengumpulkan dan melakukan penelusuran berbagai W dan peraturan

yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Demikian halnya dengan bahan

hukum primer dilakukan dengan cara melakukan penelusuran berbagai bahan

hukum primer untuk rnenjawab isu hulcum yang dihadapi

raPara pihak yang terkait, misalnya dari pejabat Pcrum Pegadaian pada Perum Pegadaian di kota
Surabaya, Jakarta dan beberapa kota di kabupatem Jawa Barat yang secara represcntatifmewakili aktivitas
usaha dan produk Perum Pegadaian s@ara khusus. Kota Surabaya dipilih karena mewakili pelbagai produk
Perum Pegadaian yang utamanya bcrupa jasa gadai. Kota tal<flla dipilih sebagai kota yang- intensitas
ransaksi produk emas dan gadai saham yang sangst tinggi. Sedangkan beberapa kota di Jawa Barat dipitih
terkait dengan produk Perum Pegadaian berupa gadai gabah.
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Pengumpulan dan penelustran dilakukan melalui studi kepustakaan

(library research) dengan teknik snowball system yakni dari satu sumber

referensi beranjak ke referensi berikutnya. Selain itu shrdi kepustakaan dilakukan

proses inventarisasi dan kategorisasi dengan sistem kartu catatan (card system),

baik derrgan kaftu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis

besar dan pokok karangan yang memuat pendapat asli penulis); kartu kutipan

(digunakan untuk mencatat pokok permasalah4n) serta kartu ulasan (berisi analisis

dan catatan khusus peneliti).

4. Analisis Bahan Hukum

.Dari batran hukum primer alian dicari dasar ontologis dan ratio legist5 dai

ketentuan yang tertuang dalam undang,ip6ang yang didukung oleh doktrin yang

berkembang dan pendapat para ahli hukum yang merupakan bahar, hukum

sekunder. Akhirnya atas analisis bahan hukum primer dan batran hukum sekunder

tersebut, ditarik suatu kesirnpulan berupa argumentasi hukum terkait dengan isu

hukum yang dihadapi. Argumentasi tersebut berupa preskripsi tentang apa yang

harus diterapkan oleh Perum Pegadaian terkait dengan potensi dan perlindungan

HKI pada perusatraannya.

5. Jadual Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 6 (enarn) bulan yang meliputi

tatrapan:

tt lbrd,h.202-207.
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NO. JUDUL
KEGIATATT KEGIATAN WAI(TU

l. Persiapan

Lapangan

- Mengurus perizinan;
- Menunggu penerbitan SK

dah orentasi medan;
- Melakukan konsolidasi dan

pemantapan tim;

KETERANGA}t

Tim Peneliti Bulan ke-l

2

Pengumpulan
Bahan
Hukum
Primer dan
Bahan
Hukum
Sekunder
serta Bahan
non Hukum

identifikasi berbagai
peraturan yang terkait
dengan HKI dan isu hukum
yang dihadapi;

- Melakukan inventarisasi dan
identifikasi pendapat ahli
dari bukuteks, kamus
htrkum, jurnal hukum,
pendapat hukum dan
komentar atas pufusan
pengadilan yang terkait
dengan HKI dan terkait
dengan isu hukum yang
dihadapi;

- Melakukan inventarisasi
produk Perum Pegadaian

- Membuat pedoman
wawancara dengan Staf
Perum Pegadaian dan
Nasabah di wilayah
Surabaya, Jakarta dan
beberapa kota di Jawa Barat;
Melalcukan wawancara
dengan pihak perumus
kebijakan dari Ditjen HKI
Bapak Anshori Sinungan,
S.H.,LL.M (yangpada
wakfu itu selaku Direktur
Hak Cipta, Desain Industri,
DTLST dan Rahasia Dagang
yang sekarang telah menjadi
Direktur Kerj asama Ditjen
HK[ Departemen Hukum
dan H.A.M. RI) dan pejabat

- Melakukan inventarisasi dan

Direksi Perum

Ketuadan I
orang anggota
peneliti

Bulan ke-

2dan3

,
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3.
Pengoiahan
dan analisis

dasar ontologis dan ratio
legists dari ketentuan yang
tertuang dalam undang- 

-

undang yang didukung oleh
doktrin yang berkembang dan
pendapat para ahli hukum
yang merupakan bahan
huk,rm sekunder.
Memberikan argumentasi
hukum y ang b erup a preskripsi
tentang apa yang harus
diterapkan oleh Perum
Pegadaian terkait dengan
potensi dan perlindungan HKI
pada perusahaannya.

Mengkaji dan mengan:rlisis

Tim Peneliti Bulan ke- 4
dan 5

4. Laforan

kemajuan penelitian;
- Diskusi laporan;
- Finalisasi Laporan

Penelitian;
- Revisi dan pemenuhan

kelengkapan Laporan
Penelitian;

- Pembuatan draft laporan

Bulan ke-6

ts rbld,h.202-207.
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6. Luaran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa luaran penelitian sebagai berikut:

LUARAN/CAPAIAN PERKIRAANWAKTU KETERAI\TGAhi

1. Pengembangan ilmu
dan mata kuliah dan
buku ajar

A. Hak Kekayaan Intelektual (Sl);
B. Current Issues on Intellectual

Property S.ights and Technologt
Transfer (52).

Sudah terlaksana

2. Tindak lanjut dan
wujud action plan dai
beberapa seminar dan
pelatihan

Legal Opinion terkait deilan kasus-
kasus Perum Pegadaian;

Sudah terlaksana

3. ^Academic dral Rancangan Peraturan Perusahaan
Perum Pegadaian

Surat Pendaftaran Ciptaan, Perolehan
(Sertifikat) Paten, Hak Varitas
Tanaman, Hak Merek, Hak Desfi
Lodustri, dan Upaya Perlindungan
Rahasia Dagang

Belum terlaksana

4. Pendampingan
perolehan HKI

Beium terlaksana

5 Pemetaan HKI (IPR
Mapptng) Perum
Pegadaian

Laporan Hasil Penelitian dan Seminar Belum terlaksana

6. Pelatihan Intemal HKI Belum terlaksana

Artikel Majalah Perum Pegadaian Belum terlaksana

8. Penelitiarr Laqiutan Strategt Membangun Brand Image
melalui IPR

Belrrm terlaksana

NO.



BAB III

PEMBAIIASAI\I

1. Kreasi Intelektual Dalam Aktivitas Dan Produk Perum Pegadaian Yang

Memiliki Potensi HKI

staatsblaad No. l3lllgol tanggal t2 Marct l90l -"ilu* bahwa

pendirian pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Berdasarkan staatblaad

ini, maka didirikan Pegadaian Negara yang disebut Pandhutzen (rumah gadai)

yang pertama di kota sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal I April 1901. Sejak

awal kemerdekaan, Pegadaian dikelola oleh Pemerintatr dan sudah beberapa kali

berubah status, yaitu sebagai Perusatraan Negara @N) berdasarkan pp No.

191196l sejak Januari 1961, kemudian berdasarkan PP No. 7/1969 menjadi

Perusahaan Jawatan (PERIAN). 'u selan;rtnya berdasarkan PP No. lollggo (yang

diperbalrarui dengan PP No. 10312000) berubah menjadi Perusahaan Umum

(PERUM) hingga sekarang.

Perum Pegadaian termasuk dalam Badan Usatra Milik Negara (BUMN)

sebagaimana diatur dalam UU No. 1912003 Tentang BUMN . Pasal 9 UU No.

1912003 menetapkan bahwa:" BUMN terdiri dari Perum dan Persero". Definisi

16 Perusahaan Negara melalui Instrulcsi Presiden (Inpres) No. l'tll967 Tentang
Pengaralan dan Penyederhanaan Perusahaabn Negara Menjadi Tiga Bentuk Usaha Negara
menjadi Perusahaan Jawatan (Pedan), Perusahaan ,Umum @erum) dan Perusatraan Perseroan
(Persero). Kemudian untuk memperkuat dasar hukumnya diterbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. l/1969 Tentang Bentuk Badan Usaha Negara yang
kemudian pada I Agustus 1969 diubahmeqiadiLlUNo. 9/1969 TentangBentuk-BentukBadan
Usaha Milik Negara. Pasal 2 UU No. 911969 mengarur bahwa:
(a). Perjan adalah perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan Indonesische
Bedrijvemvet (IBV);
(b). Perum adalah perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan UU No. 19

fin969;
(c). Persero adalah penyertaan Negara dalamperseroan terbatas seperti yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hularm dagang (KUHD).

l3
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BUMN terdapat dalam Pasal I UU No. 1912003 bahwa: " B(JMN adalah badan

usaha yang seturuhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Negara melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan".

Keklyaan Negara datam hal ini adalatr pemisahaan kekayaan Negara dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan modal BUMN

sebagaimana diatur dalam Pasal I Angka l0 jo. Pasal 4 Ayat (l) i,bNo. lgl2l(R.

Selain itu rnodal BUMN juga berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber-

sumber lain sebagairnana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) ULr No.

1912003.

Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan

tidak terbagi atas saham. Perum Pegadaian bernrjuan untuk kemanfaatan umum

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bemrutu tinggi dan sekaiigus

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasd 1 Angka

4 UU No. l9l2003). Selanjutnya Pasal 37 UU No. 19/2003 dinyatakan bahwa

organ Perum terciiri dari: (a) Menteri, (b). Direksi, dan (c) Dewan Pengurus.

Sesuai dengan status hu-kum Perusatraan LJmum, modal bukan berbenfuk

saham, tetapi berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah. Modal Perum

Pegadaian 100% dimiliki oleh Pemerintah Reptrblik lndonesia. Perum Pegadaian

memiliki sebuah anak perusahaan yang hingga saat ini telah beroperasi dengan

narna PT Balai Lelang Artha Gasia dengan komposisi saham sebesar 99,99yo

dimiliki oleh Perum Pegadaian dan sisanya 0,01Y, dimiliki oleh Drs. Deddy

Kusdedi, M.M selaku (mantan) Direknu Utama Perum Pegadaian.tT Kebijakan

pembagian laba Perum Pegadaian merujuk pada ketentuan Pasal 5l Ayat (1) tJU

t7 lbtd
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No. 19/ 2003.1E Merujuk pada UU tersebut, maka Menteri BUMN menetapkan

dana Pembangunan Semesta sebagai bagian dari laba perusahaan yag dialokasikan

untuk Pemilik Modal (Pemerintatr RI).

Corporate culture Perum Pegadaian tercermin dalam Visi, Misi dan Motto

perusahaan. Perum Pegadaian memiliki visi'bahwa: "Pada tahun 2013 Pegadaian

menjadi 'Champion' dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan

fidusia bagi masyarakat golongan meuengah ke bawah".le Adapun misi Perum

Pegadaian dinyatakan sebagai berikut:2o

I Membantu prcgram pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan
solusi keuanlan yang terbaik melalui pembayaran pinjaman kepada
usaha skala nrikro dan menegatr atas dasarhukum gadai dan fidusi4
Memberikan manfaat kepada pernangku kepentingan dan
melaksanakan tata kelola perusatraan yang baik secara konsisten;
Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber duya.

2.

J.

Logo Perum Pegadaian berupa 'timbangan berwama hijau dan hitam dengan

tulisan Pegadaian". Tagline slogan atau motto Perum Pegadaian adalah

"Mengatasi Masalah Tanpa Masalatl Berdasarkan Visi dan Misi Perum Pegadaian

tersebut di atas, diwujudkan sasaran sebagai target jangka pendek dan menengah

sebagai berikut:2r

l. Pertumbuhan Omzet Kredit sebesar 45%o;

2. Kineda Keuangan yang sehat dengan Laporan Keuangan Wajar tanpa

Pengecualian (WTP) serta rating perusatraan minimal AA;

tt lbrd.

t'Perum Pegadaian ll, Op.Ctl., h. l. Dapat juga dibaca pada Perum Pegadaian l, Op.CiL,
h.24-25.

'o rbu.

" Ibid.
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3. Pertumbuhan Laba sebelum pajak minimal 20olo;

4. Pendapatan Sewa Modal dan Jasa meningkat 45%.

Guna mencapai sasaran yang telah dicanangkan tersebut Perum Pegadaian

melakukan strategi pencapaian s ebagu beikttt:, 9/

modal, Perum Pegadaian telah mengeluarkan emisi obligasi (surat pengakuan

hutang) sebanyak dua belas kali, dengan jangka waktu masing-masing 5 tahurr

mtuk tahun 1993-1998, dan 2001; jangka waktu 8 tahtur untuk tahun 1999,2000,

dal;- 2003; jangka waktu 15 tahun untuk obligasi tahrm 2003 seri B; serta jangka

waktu l0 tahun untuk obligasi tahun 2006 dan 2007. Berdasarkan Peraturan

BAPEPAM-LK No. Kep l35tBLl2006 tentang Pemeringkatan yang dilaksanakan

oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefin[o), hasil pemeringkatan atas surat

hutang jangka panjang sesuai dengan ssrat No. 4O4/PEF-Dfu /IV2008 tanggal 13

Juni 2008 dari Pefindo, maka Obligasi yang diterbitkan Perum Pegadaian

^ 2 Perum Pegadaial l, Op,Ctr., h, 25

l. Melalrukan akselerasi penguasaan pangsa pasar derrgan membuka Unit
Pelayanan Cabang (UPC);

2. Pengembangan Produk Diversivikasi dengan prinsip kehati"hatian;
3. Memelihara dan meningkatkan citra perusaha"n secara lebih

konseptual;
4. Meningkatkan produlcivi tas pegawai;
5. Melakukan aliansi strategis dengan BUMN, dan/atau lembaga lainnya;
6. Melal:ukan resrukturusasi Organisasi Kantor Pusat, Wilayah, dan

Cabang;
7. Melakukan perubahan status hukum dari Perum menjadi Persero;

8. Meningkatkan standar kualitas pengawasan cabang secara fisik dan

sistem;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan dan pcngadaan

sarana dan pra sarana kantor.

Dalam rangka menetapkan strategi penguasaan pasar dan pemupukan
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mendapatkan peringkat AA+ (stable outlook). Sesuai dengan ketentuan

BAPEPAM, sejak Perum Pegadaran go puDlic dengan menerbitkan obligasi, maka

audit atas laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).23
\

Strategi pemas"r*'P"-- Pegadaian dalam tiga tahun terakhir ini

dilakukan dengan cara-cara yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) tiap tahuru yang mencakup tindakan-tindakan sebagai

berikut:2a

a. Melaksanakan program pemiuiaran secara terintegrasi yang
melibatkan setiap pihak dan event dalam Perum Pegadaian;

. b. Melaksanakan program pemasaran secara terencana dan
terukur denga-a konsep yang dirumuskan secara tepat serta
pelaksanaannya yang dirancang secara teliti;

c. Melaksanakan program pemasaran yang dapat membangun
image Perum Pegadaian sebagai entitas yang kompetenl

d. Melaksanakan dan memperkuat program Pelanggan Nomor
Wahid (Now),'

e. Mengadakan program undian-undian nasabah berhadiah
menarik;

f. Membuat standar manual guideline program-program
pemz$aran yan g terintegrasi ;

g. Melaksanakan dan menyempurnakan program Pegadaian
Peduli secara berkel anj utan;

h. Membuka Unit Pelayanan Cabang (IIPC) di daemh-daerah
yang potensial;

i. Dengan pengalaman merintis kerjasama dalam bentuk Bzil{
Operate and Transfer @ODdt kompleks pertokoan peralatan

" elektronik si Salemba, Jakarta, persewaan pertokoan di Harco
Building Pasfl Baru Jakarta, dan kompleks pertokoan
komersial Cimahi, maka apabila kondisi bisnis property srudah

membaik, Perum Pegadaian akan berusaha mengembangkan
usaha ini yang mempunyai potensi cukup besar pada lokasi-
lokasi yang strategis baik di Jakarta maupu di kota-kota besar
lainnya;

j. Diversifikasi usaha dengan menciptakan produk lain yang
terkait dengan pembiayaan UKM seperti KREASI, KRASIDA,
ARRUM, Gadai Efek, dan peluncuran KUCICA dan MULIA.

2' rbtd. , h. 34 .

'o lbtd.,h.6s.



Dalam menjalankan usaha, Perum Pegadaian tidak hanya mengejar pro/it

semata, tetapi selalu berkomitrnen mewujudkan visi perusahaan dan konsisten

[nelaksanakan
I

misi sosial sernaksimal mungkin dan peduli tefi^dap lingkungan

sosialnya. Dengan mottonya "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" yang dilandasi

frlosofi dan budaya kerja Inovatifl Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan dan

Nuansa Citra (INTAN), berbagai produk yang menyentuh pengusaha mikro dan

masyarakat bawah telah diluncurkan. Pelanggan merupakan upaya Perum

Pegadaian untuk menjawab tuntutan masyarakat dengan kualitas pelayan

Pelanggan Nomor Wahid (Pelan ggan NOI{).25

Dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan telah mengakibatkau

perubahan kebijakan pemerintah ataupun lembaga perbankan dalam menyalurkan

kredit kepada masyarakat yang menjadi sangat ketat. Perum Pegadaian dalam lima

tahnn terakhir telah mewamai secara signifrkan bisns micro Jinance di Indonesia

dan peran tersebut akan semakin besar di masa yang a-kan datang. Perum

Pegadaian bagi masyarakat umum, pengusaha mjkro dan kecil, telah hadir sebagai

partner dalam menjalankan bisnisnya. Berbagai inovasi produk yang tela.h

diluncurkan mendapat respon penuh antusias dari masyarakat dan pengusaha

mikro dan kecil, yang penenfiran segnentasi dan target pasar dibagi dan

dikelompokkan berdasarkan profesi seperti:

a Petani

b. Nelayan

c. Indusfi

25 Perum Pegadaian It, Op.Cll.,h.l

18
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d. Pedagang 
I

e. Lain-lain.

Dalam aktivitas bisnisnyq Perum Pegadaian kerap pula bekerja sama dengan

pihak eksternal, seperti, dengan pihak PT Telkom untuk membangun sistem

informasi dan komputerisasi perusahaan serCa Investor pengembang, PT Harco

Indah, PT Graha Asadhana dalam rangka kontrak Build operate and Transfer

(BOf) dan lain-lain.25

Perum Pegadaian yang memiliki Core business "micro finance",

utamanya jasa penyaluran uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dan fidusia

ini, rnemiliki berbagai produk yakni:

A. Produk Perkreditan yang mencakup:

a. Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA);
b. Pegadaian Kredit Serba Guna (KRESNA)

c. Peladaian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASD;

d. Pegadaian Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA);

e. Pegadaian Kredit Usaha Rumah Tangga (KRiSTA);

f. Gadai Syariah (RAHN) dan Kredit AI Rahn untuk Usaha

Mikro (ARRUM);
g. Pegadaian Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA);

L Pegadaian Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG);

i. Gadai Efek (INVESTA);
j. Pegadaian Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi

(MULIA);

B. Kiriman Uang Cara Instant, Cepat dan Aman (KUCICA);

C. Pegadaian Jasa Titipan dan/atau Jasa Taksiran;

D. Pegadaian Properti dan/atau Usaha Sewa Gedung;

E. Jasa Lelang; '

F. Prograrn Kemitraan dan Bina Lingfuungan;

26 Perum Pegadaian l,.Op.Cll'h. l7l-172.
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A. Produk Perkreditan

a. Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA)

Bisnis Inti Pegadaian KCA adalah pemberian pinjaman kepada

masyarakat dalam jangka waktu tertentu berdasarkan hukum gadai dengan

prosedur pelayanan yang mudalU aman dan cepat yang pengembaliannya

dilaktrkan dengan membayar uang pinjaman dan sewa modalnya.z1 J*rgkuwaktu

kredit mak'si-um 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara

mengangsur ataupun meugulang gadai dan dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan

penghitungan bunga proporsibnal selama masa pinjaman. Barang jaminan yang

dapat menjadi agunan adalatr perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor

(mobil, motor, sepeda), elektronik, kain dan alat rumah tangga lailnya-

pinjaman yang diberikan dikelompokkan sesuai dengan besarnya prnjaman

Gagu kredit), masing-masing berdasarkan nilai taksiran barang jaminan yang

bersangkutan. Berdasarkan SK Direksi No. 1 024ruI.I.002 1 ll 12006 tanggal 29

Desember 2006 jo. SK Direksi No.564JI.I.00211/2008 tanggal 30 Januari 2008,

maka tarif sewa modal adalah'sebagai berikut:

ll,60yo

27 Perum Pegadaian, Slandar Operaslonal Prosedu (SOP) KCA. Jakarta, 2008

(selanjutnya disebut Penrm Pegadaian III), h.3-4. Bisa dibaca pada Perum Pegadaian 1, Op.Cit'h.
18. Perum Pegadaian ll, OP.CiL,h.2.

6,00yo 120 hari8o/o 0,7syot%A 20.000-
150.000

9,60yo I20 hari11,60yo 1,20yo151.000-
500.000

l,45yoB

120 haril,30yo l0,40Yol,45yo505.000-
1.000.000

CI
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Selain itu berdasarkan SK Direksi No.348/OP.1.0021112004 tarrygal 29

Septerrber 2004 Tentang Penyesuaian Tarif Biaya yang berlaku mulai I Oktober

2004, kepada nasabatr dikenakan biaya administrasi yang besamya tata'tata

berkisar l% daiIJP mhimal Rp50.000,00.

Pengenaan biaya administrasi dibedakan antara gadai baru dan gadai ulang

berdasarkan SK Direksi No.3124JI.3.0021312007 tanggal 9 Mei 2007 jo. SE

Direksi No.32AJI.3.OO2L312OO7 tenggal 7 1vil2007 yang berlaku sejak 1 Juli

2007 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan SE Direksi No.49lOP.1.0021112004 tanggal 1l Oktobet 2004 dan

SE Direksi No.06AJI.l.002ll/2008 tanggal 30 Januari 2008 besarnya

persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jarninan ditetapkan

sebagai berikut:

a. Gol A: 92%X nilai taksiran

b. Gol B: SgoAXnilai taksiran

C2 1.010.000-
20.000.000

l,45yo 11,600/o l,30yo 10,400/o 120 hari

D1 20.050.000-
50.000.000

l%o 8o/o lo/o \Yo 120 hari

D2 50.100.000-
200.000.000

t% 8% t% 8% 120 hari

Sumber: Tahunan

XUPI
t'T/oxUP minimat
Rp 50.000,00

@mobil2

0,4% x uP31-60 hari2.
0,6Yo)(IJP61-90 hari3
0,8% x LJP9l-120 hari4.
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c. Gol C: }g%Xnilai taksiran

d. Gol D: 93o/oXnilai taksiran

selama 10 tahun teralfiir jumtah uang pinjaman yang disalurkan kepada

masyarakat meningkat dari Rp3.226.051.000.000,00 pada tahun 1999 menjadi

Rp30.609.164.000.000,00 tahun 2008 ata.r meningkat rata-rata 28,84o/o'

peningkatan yang cukup tajarn ini disebabkan semakin banyaknya masyarakat

yang memanfaatkan jasa Perum Pegadaian'

b. Pegadaian Kredit Serba Guna (KRESNA)

KRESNAmerupakanpernberianpinjamankepadapegawai/karyawan

dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara

angsuran. Sebenarnya KRESNA merupakan modifikasi dari produk lamq Kredit

untuk Pegawai (Golongan E).28 Besar pinjaman disesuaikan dengan j"o'l'h

penghasilan masing-masing pegawai (kemampuan mengangsur), sehingga tidak

terlalu memberatkan likuiditas bulanan pegawai. Batas maksimum uang pinjaman

dan jangka waktu kredit antara 12 sampai dengan 36 bulan dan biaya adminishasi

sebesar O,syo dari prqiaman diatur dalam SK No. 2l3NS'2'0012006 tatggal29

November 2006. Tingkat bunga pinjaman l2Yo pet tahun flat' Tarif sewa modal

KRESNA ditetapkan melalui sK Direksi2l2us.2.O0l2006 tanggal 29 November

2006.

8 perum pegadaian, SOP NRESNA,Jalsrta,2008 (selanjuhya disebut Perum Pegadaian

IV), h. 34.'bisa juga-dibaca pada Penrrr Pegadaian I, Op'Clt,h- 46'
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c. Gol C: 89% X nilai taksiran

d. Gol D: 93olo X nilai taksinn

Selarna 10 tahun terakhir jumlah uang pinjaman yang disalurkan kepada

masyarakat meningkat dari Rp3.226.051.000.000,00 pada tahun 1999 menjadi

Rp30.609.164.000.000,00tahun2008ataumeningkatrata-rata28'84%'

Peningkatan yang cukup tajam ini disebabkan semakin banyaknya masyarakat

yang memanfaatkan jasa Perum Pegadaian.

b. Pegidaian Kredit Serba Guna (KRESNA)

KRESNA merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai'/karyawan

dalam rangka kegiatan produ}riflkonsumtif dengan pengembalian secara

angsuran. sebenamya KRESNA merupakan modifikasi dari produk lama Kredit

untuk pegawai (Golongan E).2E Besar pinjaman disesuaikan dengan jumlah

penghasilan masing-masing pegawai (kemampuan mengangsur), sehhgga tidak

terlalu memberatkan likuiditas bulanan pegawai. Batas maksimum uang pinjaman

dan jangka waktu kredit antara l] sampai dengan 36 bulan dan biaya administrasi

sebesar Q57o dari pinjaman diatur dalam SK No. 213luS.2.0012006 tanggal 29

November 2006. Tingkat $rrtrga pinjaman l2Yo per tahun flat. Tarif sewa modal

KRESNA diterapkan metalui SK Direksi 212N5.2.00D006 tanggal 29 November

2s Perum Pegadaian , SOP IfiESNA, f*u1a" 2008 (selanjuhya disebut Perum Pegadaian

Iv), h. 34. Bisa juga dibaca pada Perum Peeadaian I, OP.ClL,h' 46'

2006.
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c. Pegadaian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASD;

Pegadaian KREASI merupakan pemberian pinjaman kepada para

pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan skim atau

konstruksi penjaminan secara fidusia dan pergembalian pinjamannya dilaL:ukan

melatui angsuran perbulan dalam jangka waktu kredit 12 sampai dengan 36 bulan'

Produk ini merupakan modifikasi prodrrk lam4 Kredit Kelayakan Usaha

pegadaian.2e patla dasamya semua jenis usaha mikro-kecil bisa didanai dengan

paket kredit KREASI, kecuali yang dilarang yakni usaha berikut ini:ro

a. Usaha industri yang permintaan produknya fluktuatif yakni:

usaha jasa pialang- saham, bursa komoditi' valas informal'

Perdagangan maYa

b. tJsaha-iniusrri yan lesu yakni: usaha

perunggasBn, usaha ternak bing atau usaha

lainnya;
c. Usaha industri yang tidak sejalan dengan etika dan norma- 

V"n it usaha pelacuran, perjudian, panti pijat tidak berizin'

penagihan utang yang tidak berizin;

d. 'Usatr-a 
industri yang iidat ro-ah lingkungan yakni: usaha yang

menimbulkan limbah beracun dan berbahay4 penebangan kayu

. liar, Penambangan [iar;
e.- Usaha yang prunmya tidak jelas yakni: usaha

dukuo/paranormal, perdagangan barang antik' pengobatan

altemaaii perdagangan jimat dan lainJain; - ,

f. Usaha A Uiaang ha*tti y-g mermproduksi barang illegal

yakni: usaha miriuman keras yang tidak berizin' perdagangan
'narkoba, perdagangan wanita dan anak-anak' perbudakan'

n uang palsu dll;

c. ikan lou-han'

h. Usaha lain yang rnudah j engrajin yang

mudah ditiru dan pasamya terbatas'

Rumus besamya pelunasan yang dilakukan secara angsuan bulanan yang terdiri

dari cicilan po-kot pi4lamun ditambah dengan sewa modal dengan rumus sebagai

berikut:

2e'Perum Pegadaian, soP frREAsI, Jakart4 2008 (Penrn Pegadaian V)' h' 2-4 Bisa

juga dibaca pada Penin Pegadaian II, Op.Ctt,h.z &nPerum Pegadaian I, Op'Cil" h'129 '

'o lbtd.



ANGSURAI\ = UP+n (tJP X SM)
n

Keterangan:
UP : Uang Pinjaman
N : Jangka waktu kredit
SM : Tarif sewa modal Per bulan

Sedangkan nilai pelunasan sekaligus menggunakan rumus:

PSn=(UPtXFPn)

VI), h. I l. Bisa
h. 129.

Keterangan:
;,i;';j,ilI;, yang harus dibayar nasabah untuk pehmasan sekaligus

angsuran ke -n
UPt : iumlah UP total yang diperjanjikan

fi, t futto. p"ngali unhrk pelunasan bulan ke -n'

d. Pegadaian Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA);

Pegadaian KRASIDA merupakan pernberian pinjaman kepada para

pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dan

pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran''l Seklo' yang dibiayai

meliputi:32

a. Sektorpertambangan;
L. S"fJot' pertanian yang meliputi: pertaniarq perkebunan'

petemakan dan Perikanan;

"...'s.iJoi-p"tharioian 
yang meliputi: industry kerajinan rakyat

dan industri logam;
a. ief,:tor listrilq 6u"' d* uit y*g melipti: listrik' gas dan air;

e. Sektor konstruksi;
f.
c. puti: jasa parawisata' perhotelan'

dan persewaan.

srPerum Pegadaian, SOP I{RASIDA, Jakart4 2008 (Perum Pegadaian

.;,rgo AUu"" paaui."ii Pe1;Ldaiutll, op'cu, h' 2 dan Perum Pegadainl' O'Clt'

l Ibld
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Angsuran : LIP+n fl.IP X SM)
n

Keterangan:
UP : Uang pinjaman
N : Jangkawaldukredit
SM : Tarif sewamodal Per bulan

Sedangkan nilai pelturasan sekaligus menggunakan rumus:

PSn:(UPtXFPn)
Keterangan:
PSn : j"rntatr yahg harus dibayar nasabah untuk pelunasan sekaligus

angsuran ke -n
UPt : jumlah I-IP total yang diperjanjikan
FPn : faktor pengali untuk pelunasan bulan ke -n.

Besaran uang pinjaman kredit KREASI berdasarkan Surat Edaran Direksi

No. 6IAJS .2.0012006 tanggal 13 Desember 2006 maksimum kredit kreasi sebesar

Rp. 100.000.000 per nasabah, sedangkan KRASIDA terakhir ditetapkan

berdasarkan SK Direksi No. 1904JS.2.00/2006 tanggal 28 September 2006, batas

minimum uang pinjaman kredit KRASIDA sebesar Rp.20.000.000 per nasabah.

Secara umum KREASI dan KRASIDA mempunyai kemiripan dalam hal

pelaksanaan operasionalnya yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Produktift Tuiuan kredit Produktif
2. Waktu pelayanan 3 hari l-2 iam

3 Tarif sewamodal 10,80 % per thaunlfl4l- 10.80% pertahun flat

4. Biaya administrasi l% daiuans piniaman l% dari uang piniaman

5. Biaya lainnya Notaris, akta fidusia,
fisik asuransi, seal

cek Materai dan cek fisik untuk
kendaraan bermotor
Perhiasan emas
kendaraan bermotor

dan6. Jenis barang jaminan BPKB kendaraan bermotor

7 Penyimpanan BJ Dipakai nasabah untuk alat
produksi

Disimpan di Pegadaian

8 Besarnya piniaman 70Yo darei nilai agunan 95Yo dfri nilai agunan

9 Jancka waktu kredit 12-36 bulan l2-36 bulan

10. Cara Angsuran tetap Angsuran tetap

Sumber: Laporan Tahunan Perum Tahun 2008.

r- .. . KREAST KRESIDA
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e. Pegadaian Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA)

Pegadaian KRIS1A ,merupakan pemberian pinjarnan kepada ibu-ibu

kelom,pok usaha rumah tangga sangat mikro (gurem) yaug membutuhkan dana

dalam bentuk pinjaman modal kerja yang pengembalian pinjamannya dilakukan

'melalui 
angsuran dalam jangka waktu 12 sampai dengan 36 bulan.33 Unhrk saat

ini KRISTA hanya dikhususkan kepada wanita pengusatra yang tergabung dalam

assosiasi atau perkumpulan yang telah berdiri minimal 6 bulan. Besarnya

pinjaman yang diberikan masing-masing minimum Rp 100.000 dan maksimum

Rp 8.000.000 disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabeh dalam

mengembalikan pinjaman. Pengusatra kecil yang dibiayai meliputi:3a

a. Pedagangjarnu gendong;
b. Pedagang di pasar (sayur mayor, daging, tahu-tempe dll);
c. Pedagang kaki lima (mie ayam,. Bakso, nasi goreng dll);
d. Pengusaha berbagai macam kerajinan;
e. Pedagang wanmg atau kios kelontong;
f. Pengusaha warung makan kecil (warteg dll)

Secara umum pelaksanaan operasi KRISTA sebagai berikut:

'3 Perum Pegadaian, SOP .KRISTA, Jakarta,2008 (Perum Pegadaian VII) h.3. Bisajuga
dibaca pada Pemm Pegadaian'I, Op,Clt, h. l3l dan Perum Pegadaian II, Op.Cit,h.2.

ta lbtd

KRISTA
1. Tuiuan laedit Produktif
2. Waktu pelayanan l-3 hari
3 Tarif sewa modal l2Yo per tahun flat
4. Biaya administrasi l% dari uang piniaman
5 Biaya lainnya Asuransi, materai
6. Jenis barang iaminan Emas dan kendaraan bermotor
7 Penyimpanan barang

jaminan
Untuk barang jaminan emas disimpan di Pegadaian
sedangkan barang jaminan kendaraan bermotor dipakai
nasabah untuk meuj alankan operasionalnya

8 Besarnya pinjaman Berdasarkan kelayakan usaha dan disyaratkan mempunyai
agrrnan minimal sebesar 20Yo dari pinjaman

9 Jangka waktu kredit l2 -36 bulan
l0 Cara pelunasan Angsuran tetap
Sumbert l-aporan Tahunan Perum pegadaian Tahun 2008.
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Angsuran= UP-IE-(UESM)
n

Keterangan:
UP : Uang prqiaman
N : Jangkawaktulaedit
SM : Tarif sewa modal perbulan (dalam bentuk %)

f. Pegadaian Syariah (RAIIfg dan Kredit Ar Rahn untuk Usaha Mikro

(ARRUhrf);

Sebagai bisnis perkreditan non inti, Gadai Syariah (AP.-RAHN)

rnerupakan jasa perkreditan berupa produk jasa pinjaman dengan menggunakan

sistem gaclai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariatr Islam.3s Besarnya

kredit yang diberikan sama dengan KCA, namun berbeda dalam penetapan sewa

modal.Gadai syariah menetapkan biaya administrasi dibayar di muka yaitu pada

saat akad baru/akad perpanjangan serendah-rendahnya Rp 1.000,00 dan setinggi-

tingginya Rp 60.000,00 untuk jumlatr pinjaman maksimum Rp 200.000.000,00.

Para pihak dalam Ar-Rattn adalah Rahin atau pemberi gadai (nasabah)

sebagai pihak yang berhutang/ menerima pinjarnan dengan menyerahkan barang

3' Gadai Syariah (Ar- Rahn) menrpakan jasa perlceditan sebagai jawaban yang afti
katanya adalah tetap, kekal, jaminan kebutuhan sebagian konsunen muslim Indonesia yang

menginginlon transaksi pinjam. meminjam sesuai syariat Islam. Ar- Rahn dilakukan secara

sutcareti atas dasar tolong memolong. Ar Rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh
pemililcrya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang

tersdbut. Perum Pegadaian, SOP AR-RAHN, Jakart4 2008 @erum Pegadaian VIII), h. 3-7.Bisa
dibaca pada Perum Pegadaianl, Op.Clt,h.126'128 dan juga Perum Pegadaian, Op.CU,h- 2-

Sedangkan nilai pelunasan seknligus menggunakan rumus:
PSn=(UPtXf,'Pn)
Keterangan:
PSn : jumlah yang harus dibayar nasabah untuk pelunasan sekaligus

angsuran ke -n
UPt : jumlah UP total yang diperjanjikan
FPn : fbktor pengali untuk pelunasan bulan ke -n.
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miliknya sebagai jaminad pelunasan hutangnya36 Murtatrin adalah pemilik dana

@erum Pegadaian) yang memberikan pinjamarr dengan menerima barang sebagai

jaminan pelunasan pinjaman yang diberikan kepada Rahin.37 Marhun adalah harta

yang dijadikan jaminan (dirahn-kan) yaittr barang berharga yang bisa berupa

barang bergerak ataupun tidak bergerak.3t Sighat adalah ijab Kabul antara Rahin

dan Murtahin yang dituangkan dalam suatu akad.3e Sedang akad adalah perjanjian

pertalian ijab dan Kabul menurut cara yang disyariatkan terhadap obyek dan hal

ini menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.ao Iiaroh adalatr akad pemindatran

manfaat atas suatu barang atau jasa dalarn jangka waktu tertentu melalui

pembayaran upah/sewa tempat tanpa diikuti pemindatran kepemilikan

barangnya.al Musta3ir adalatr pihak penyewa tempat atas barang yang dijadikan

jarninan pelunasan hutang.a2 Muajjir adatah pemilik tempat persewaan'43 Ma'1ut

adalah barang yang dijadikan obyek sewa-menyewa dal'm akad ijaroh'e

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No- 27AJS 1.00/2005 tanggal 26 Juli

2005 Tentang Perubahan Biaya Adrninistrasi Gadai syariah yang berlaku sejak26

Juti 2005 dan Surat Edaran Direksi No. 224JS1.00/2005 tanggal 26 l|i4ei 2005

'" Ibtd.

" rbtd

\ *,a

" Ibtd.

* 
Ibrd.

o'Ibrd

o'Ibld.

o'rbtd

* Ibtd.
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Tentang Perubatran tariff ijaroh dan Diskon , maka plafon marbun dan

biaya administrasi adalah sebagai berikut:

Surnber: Laporan Tahtrnan Perum Pegadaian Tahun 2008

Besarnya tariffijaroh dan diskon sebagai berikut:

Perhltungan Ijaroh (asa simpan) adalah:

Taksiran (appraisat) X Tarif Ijaroh setelah diskon X Jangka waktu
Rp. 10.000 l0 hari

120hartA 20.000- 150.000 1.000
B 151.000- 500.000 5.000 120 hari
C 50r.000- r.000.000 t.000 120hari

I 20 hari1.005.000 - 5.000.000 16.000D
120 hari5.010.000 - 10.000.000 25.000E
120 hari1 0.050.000 - 20.000.000 40.000F
120 hari20.100.000 - 50.000.000 50.000G
120 hari50. r00.000 - 200.000.000 60.000H

85o/oXnilai taksiran 85 90 95

8G84%% X nilei taksiran 5% 81 86 90

75-79Yo X nilai taksiran l0%o 77 8l E6

70-74Yo X nilai taksiran t5% 72 77 8l
65-690/o%o X nilai taksiran 20% 68 72 76

60-64% X nilai taksiran 2s% 64 68 7l
55-59Y, X nilai taksiran 30% 60

55

63 67

50-54% X nilai taksirart 35% 59 62
574549Yo X nilai taksiran 40o/o 5l 54

4044Yo X nilai taksiran 45% 47 50 52

35-39Yo X nilai taksiran 50% 43 45 48

30-34o/o X nilai taksiran 55o/o 38 4l 43

' 25-29Yo X nilai taksiran 60% 34 36 I 38

20-24Yo X nilai taksiran 6sYo 30 32 33

l5-19/o X nilai taksiran 7OYo 26 27 29

L0-l4Yo X nilai taksiran 75% 2l 23 24

l0%oXnilai taksiran 80% t7 l8 l9
Sumber l:poran Tahunan Perum PegqdaieLll[!42qq!-
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Berdasarkan SK Direksi No.i41AJS.1.00/2007 tarrggal I Agustus 2007 jo.

SE Direksi No.44AJS.l.OOl2007 tanggal 24 Agustus 2007 Tentang Diskon Biaya

administasi AR-RAHN ulang adalah sebagai berikut:

Kemudian gntuk mernenutri kebutuhan pasar akan usaha kredit berbasis

syariatr, telatr diluncurkan Ikedit Ar-Rahn untuk Pengusaha Mikro (ARRUI\O

yang skimnya sama dengan KREASI'

Berdasarkan SK Direksi No.014JS.2.00/2008 tanggal 3l Januari 2008

Tentang Pemberlakuan PO Amrm dan SK Direksi No.034JS.2.0012008 tanggd

31 Januari 2008 Tentang Batas Minimum dan Maksimum Pembayaran Arrum,

menyatakan mulai berlakunya jasa kredit Amm dengan jaminan fidusia"

Maksimum pinjaman Rp 50.000.000 dan masa kredit maksimum 36 bulan. Pangsa

pasar adalah perusatraan mikro yang menginginkan dasar syariah. Biaya

administrasi ARRUM adalah sebagai berikut:

700 800600500r.00020.000-
150.000

A

3.500 4.0003.0002.5005.000151.000-
500.000

6.4004.800 5.6004.0008.000501.000-
1.000.000

C

11.200 12.8008.000 9.60016.0001.005.000-
5.000.000

D

17.500 20.00015.00012.50025.0005.0r0.000-
10.000.000

E

32.00024.000 28.00020.00040.00010.050.000-
20.000.000

F

35.000 40.00030.00025.00050.00020.r00.000-
50.000.000

G

48.00036.000 42.00030.00060.00050.100.000-
200.000.000

H

Sumber: TahunanPerum Tatrun 2008.

B
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Sedangkan tariff ijaroh'dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Ijaroh: Taksiran x Rp 700 x Jangka waktu (bulan)
100.000

g. Pegadaian Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA)

Pegadaian KREMADA merupakan pemberian pinjaman kepada

masyar,akat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membangun atau memperbaiki

rumah dengan pengembaiian secara angsuftm. Pendanaan ini merupakan kerja

sama dengan Menteri Perumahan Rakyat. Pinjaman hanya dimanfaatkan untuk

perumatran yang mencakrrp perbaikan rumah, pembangUnan rumah dan perbaikan

lingkulgan permahan. Dana berasal dari pemerintah dan penyaluran kredit

ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. 062NL.2.0022-212006 tanggal 7

Desember 2006 tentang KREMADA.a5

KREMADA diberikan kepada calon nasabah/masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) yang memiliki penghasilan tetap ataupun tidak tetap yang

memenuhi persyaratan, yang terdiri dari :

a. MBR Kelompok meliputi: kelompok swadaya masyarakat

sangat mikro (gurem) seperti bakul jamu gendong, pedagang

gerobak dorong, usaha lapak atau kios, tukang ojelq
kelompokkeagamElan (majlis taklim, persekutuan doa) yang

mempunyai kemampuan mengangsur pinjaman sarnpai hmas.

Skema KREMADA menerapkan prinsip tanggung renteng di
antara anggota kelompolc/assosiasi-

Rp 70.000I SepedaMotor

Rp 200.0002. Mobil

Sumber: Laporan Tatrunan Pelrm Pegadaian Tahun 2008.

o, perum pegadaiar; SOP KREMADA, Jakalta,2008 (Pertrm Pegadaian IX), h. 3. Bisa

juga dilihat pada Penrm Pegadaian It, Op.ClL, h.2 dan Perum Pegadaian l, Op.Cll., h.130.
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b. MBR Perorangan/individu yakni: pegawailkaryawan seperti
buruh pabrik, saqram, petugas cleaning service, PNS yang
memiliki masa kerja sekurang-kuranglya 12 bulan yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari tempatrya bekerja.

Angsuran: UH-GEJSIO
n

Keterangan:
UP : Uang pinjaman
N : Jangka waktu laedit
SM : Tarif sewa modal per bulan (dalam bentuk %)

Sedangkan nilai pelunasan sekaligus menggunakan rumus:
PSn=(sUPnXSM)
Keterangan:
PSn : jumlatr yang harus dibayar nasabah untuk pelunasan sekaligus

pada bulan ke -n
sUPn : junrlah sisa uang pinjaman paria bu.lan ke-n
SM : sewa modal I (satu) bulan.

h. Pegadaian Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG) KTGJ

Pegadaian KTJG merupakan kredit yang diberikan kepada para petani

atas dasar hukum gadai melalui agen yang ditunjuk oleh Perum Pegadaian dengan

barang jaminan berupa gabah kering giling. Tujuan pemberian KTJG adalah untuk

membantu para petani dalam memenuhi kebutuhan dana untuk melakukan

pengolahan sawahnya.mengingat belum diperolehnya dana dari hasil penjualan

produk gabatr yang sengaja ditunda penjualannya" sambil menunggu kenaikan

harga gabah yang cenderung menurun pasca panen, sehingga petani terhindar dari

tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan harga para

tengkulak.as

6 Perum Pegadaiari , SOP NTJG, Jalofta,2008 @erum Pegadaian x), h.5. Bisa juga
dilihat pada Perum Pegadaian II, OpCtt' h.131 dan Perum Pegadaian I" Op.Ctl.,h.2.
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Tabel pinjaman Gadai Gabah Kering Giling (GKG)

i. Gadai Efck (IITIVESTA)

INVESTA merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat dengem

agunan berupa ruh"q dengan sistem gadai. Berdasarkan SK Direksi No.

23NL.3.00.0022.312007 targgal 2 April 2007 tentang Unit Gadai Efek telah

dibentuk unit usaha baru yang bergerak di bidang pelayanan gadai dengan barang

jaminan saham/efek. Unit usaha baru ini berkedudukan di kantor pusat Perum

Pegadaian.

Pinjaman diberikan kepada nasabalu baik individu atau badan hukum yang

menjadi anggota dari perusahaan efek anggota bursa , yang membutuhkan dana

cepat ataupun untuk pemenuhan modal kerja dengan mengagunkan saham yang

tercatat dan diperdagangkan di bursa efek sesuai kriteria yang ditetapkan oleh

B/d 800 r00 800 912,00 896,00

s/d 900 97,5 877,50 1.000,00 963,00
s/d 1.000 95 950 1.083,00 1.064,00

s/d 1.100 92,5 1.017,50 1.160,00 1.140,00

s/d 1.200 90 1,080 1.231,00 1.210,00

s/d 1.300 87,5 1.137,50 1.297,00 1.274,00

s/d 1.400 85 r.r90 1.357,00 1,333,00

s/d 1.500 82,5 1.237,50 '1.417,00 1.386,00

s/d 1.600 80 1.280 1.459,00 1.343,00

s/d 1.700 80 1.360 1.550,00 1.523,00

1.360 1.550,00sid 1.700 maks 1.523,00

Sumber: Laporan Tahunan Perum Pegadaian Tahun 2008.
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Perum Pegadaian, yakni temrasuk katagori saham blue chipo' darrkatagori LQ-45

yakni saham yang telah terseleksi dengan kriteria: aE

a. Nitai kapitalisasi pasar Rp I Trilyur dan transaksi harian

sebesar Rp 5 Trilyun;

" b. Transaksi harian peroftmgan Rp 10.000.000,00;

c. I'ransaksi institusi Rp. 100.000.000,00dengan outstanding

loan Rp 50 Milyar.

Berdasarkan SK Direksi No. 44EluL.3.0022.312006 tanggal 29 Jvrrt 2007

Tentang Batas Kewenangan Dalam Penetapan dan Pemutusan Uang Pinjaman,

nmka total limit pembiayaan yang disediakan oleh Perum Pegadaian untuk tiap

jenis saham maksimum 5o/o dad, market capitalization. Totzl limit pembiayaan

untuk nasabah retail maksimum sebesar 5oZ, sedangkan untuk institusi maksimum

25% dari total limit pembiayaan yang disediakan Perum Pegadaian.

Secara umum pelaksanaan Gadai efek:

o7 Saham adaiah buxtr" penyeraan dalarn perusah aan yang berbentuk Perseroan Terbatas
(PT). Saham terdiri atas: (a) Saham biasa adalah saham yang tidak memiliki kelebihan khusus ,

selain hak suara dalam RUPS, hak untuk mempcroleh deviden dan hak atas sisa likuidasi; (b)
Saham preferen adalah saham yang memberikan hak terlebih dahulu atas bagian keuntungan dan
sisa likuidasi; (c) saham prioritas iaaUn saham yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk
mengajukan pencalonan direksi dan komisaris. Saham blue chip adalah saham unggulan karena
memiliki kapitalisasi besar karena volumenya besar dan harga saham yang tinggl. Rahmi Jened
at.all, Pengallhon saham Perusahaan Kqodo Koperosl, Laporan Penelitian OPF, Universitas
Airlangga, 1993 (selanjutrya disebut Rahmi Jened IV), h.6-7.

* Peru- Pegadaian , SOP GADAI SAHAM INVESTA, Jalrart4 2008 (Perum Pegadaian
XI), h. 3-4. Bisa juga dilihat pada Perum Pegadaian ll, Op.Clt, h.2. Juga dari hasil wawancara
dengan PIC INVESTA Perum Pegadaian, Jakarta, 30 Oktober 2009.

NO. I]RAIAN T]NII GADAIIIFEK
I Tuiuan kredit ProCuktif
2. Waktu pelayanan l -2 hari
3 Tarif sewa modal Harian. minimal 15 hari
4. Biaya administrasi 0,125 %per jangka wwaktu 90 hari
5. Biaya lainnya Materai
6. Jenis barangjaminan Saham dalam LQ 45, per transaksi untuk

I ienis saham
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Penetapan uang pinjaman sestni rumus:

Uang Pinjaman = (Rasio pinjaman X Nilai pasar) - Biaya Adm - Biaya Mutasi
Keterangan:
Rasio pinjaman : maksimum 50% ditetapkan4lo/o
Nilai pasar : harga dasar satram dikali jumlatr lembar saham
Biayaadministrasi : 0.125%
Biaya mutasi : biaya mutasi saham ke bank custodian, biaya mutasi

saham ke PT KSEI
Biaya RTGS antar ban-k bagi keperluan transfer uang nasabah.

Pelqnasan Kredit: UP X (f + (ni360 X SM))
Keterangan:
UP : uang pinjaman
N : jangka waktu pinjaman
SM : tariffsewa modal perbulan

Berdasarkan Sk Oirektur Pengembangan Usatra No. 91118.1.00/2008

tanggal 2 desember 2008 penyaluran kredit gadai efek dihentikan, sampai dengan

adanya keputusan Direksi lebih lanjut.

i. MULIA

MULIA adalah jasa Perun Pegadaian kepada masyarakat unflrk penjualat

emas'dan/ atau jasa pendanaan secara mudah dan cepat untuk pembelian emas

secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. MULIA merupakan

produk syariah yang diluncurkan pada tahun 2008, sebagai jawaban atas

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, termasuk keinginan untuk

7 Plafon prnjaman Per transaksi minimum Rp 50.000.000
dan maksimum Rp 50.000.000.000
dihitung paling banyak 50% dari harga
pasar saham (closing price I hari
sebelumnya)

8. Nasabah lnstitusi atau perorangan

9 Janeka waktu kredit 90 hari
10. Too Uo Call 65%
ll Eksekusi 80%
Sumber: Laporan Tahunan Perum Pegadaian Tahun 2008.
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mempertahankan daya beli emas di tengah tingkat inflasi yang tinggi dan

tertekannya nilai rupiatr oleh dolar. ae

B. Kiniman Uang Cara Instant, Cepat dan Aman (KUCICA);

r KUCICA adalah jasa pengiriman uang bekerjasama dengan Western

(Jnion, suatu perusahaan asing yang mempunyai jaringan yang luas yang

berkedudukan di Kanada. Jasa ini didasarkan pada SE No. 54NL.2.00.22.212007

tanggal 1 Oktober 2007 Tentang Pelaksanaan Jasa Pengiriman Uang di kantor

cabang Perum Pegadaian. Banyaknya jumlah TKI di luar negeri menyebabkan

transfer uang dari luar negeri ke Indonesia mencapai Rp 40 trilyun dan hanya 15-

20Yo sajayang menggunakan jalur fomral. Melihat peluang tersebut maka Perum

Pegadaian bekerjasama dengan Western Union meluncurkan produk yaitu

KUCICA.50

C. Jasa Titipan dan atau Jasa Taksiran

Jasa Titipan Jasa titipan adalah pemberian pelayanan Perum Pegadaian

kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang

dimitikinya, terutama bagi orang-orang yang akan meninggalkan rumah dalam

waktu lamq misalnya pada saat menunaikan ibadah haji.sl Pendapatan yang

oe Perum Pegadaian , SOP MIILIA, Jakart4 2008 @enrm Pegadaian XI), h.6. Bisa juga
dilihat pada Penrm Pegadaian l, Op.Clt ,h.2l dmt 64. Perum Pegadaian ll, Op.Cil.,h.2.

s Perurn Pegadaian , SOP KUCICA, Jakartq 2008 (Penrm Pegadaian XIII), h.7. Bisa
juga dibaca pada Pennn Pegadaian l, Op.Cil,h2l dmt @-

t' Ibm,h. 19 dan Perum Pegadaian lI, opCi,lt"S.
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diperoleh dari jasa taksiran dan titipan selama sepuluh tahun terakhir relatif masih

kecil. Hal ini disebabkan:52

a. Masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan daripada

menitipkan' melalur jasa titipan karena dengan menggadaikan

barang yang dimitiki, di samping menitipkan barang, juga akan

sekaligus mendapatkan uang pinj aman;
b. Masyarakat masih banyak yang kurang peduli terhadap kualitas

atau keaslian barang (emas/berlian) yang dimiliki.

Jasa'faksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin

mengetahui seberapa besar nilai sesungghnya dari barang yang dimiliki, seperti

emas, berlian, batu permata dan lain-lain. Dalarn kaitan dengan jasa penaksiran

ini Perum Pegadaian kerap diminta oleh Bank Indonesia, Bea Cukai dan

Kepolisian untuk melakukan penaksiran.

D. Pegadaian Properti dan jasa Usaha Sewa Gedung;

Perum Pegadaian juga menyediakan jasa sewa gedung, antara lain,

Gedung Langen Palikrama, Gedung Serba Gunq Kenari Baru dan Harco Pasar

Baru. Untuk mengoptimalkan asset yang kurang produktif, perusahaan

membangun gedung untuk disewakan, baik dengan pembiayaan dan dikelola

sendiri, seperti, Langen Palikrama di Kantor Pusat dan beberapa Kantor Wilayah,

ruko di Tanjung Priok, ruko di Balikpapan dan Pertokoan Harco Indah Plaz-a di

t*I Baru. Ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga dengan Sistem Bangun,

52lbtd.
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Kelol4 dan Alih @uild, Operate and Transfer / BOT) 53 dao Kerjasama Operasi

(KSO), antara lairq pertokoan elektronik Kenari Baru salemba dan Cimahi.s4

E. Jasa Lelang

Perum Pegadaian juga menyediakan jasa lelang yaitu menyelenggarakan

penjualan di muka umum secara lelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jasa Lelang Perum Pegadaian melalui satu anak perusahaan PT Balai Lelang

Artha Gasia. s5

F. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

Program Kemitraan ini memberikan pinjamarr modal kerja dengan bunga

rendah serta bantuan hibah untuk meningkatkan kemarnpuan manajerial, produksi

dan pemasaran hasil produksi pengusatra kecil dan koperasi di sekitar lokasi

Perum Pegadaian sesuai dengarr jumlah maksimum yang ditetapkan SK Menteri

BUMN No. Kep. 2'36|MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003. Program ini disalurkan

antara lain untuk pembangunan rumah ibadah, fasilitas ulnurn, sarana dan

pmsarana lingkungan, sarana kesehatan bagi masyarakat di sekitar lokasi Perum

Pegadaian serta untuk membanfu korban bencana alam.56

t' BOT adalah suatr sistem pembiayaan proyek yang lazimnya berskala besag yang

didasarkan pada kontrak antara pemilik dengan investor dengan suatu kesepakatan batrwa investor
akan membangun dan mengoperasikan proyek selama jangka waktu tertentu untuk
mengembalikan investasinya; dan jika perjanjian beraktrir, maka pengelolaan proyek tersebut akan

diseratrkan kembali kepada pemilik (karena pada dasamya tidak terjadi pengalihan hak mitik).
Rahmi Jened at.all, PerJanJton B.OT Untuk Sarana Infraslruhtur, Laporan Penelitian DP3lvI,
Ditjen Dikti, 2003 (selanjuttya disebut Rahmi jened V), h. 34.

" t Perum Pegadaian Xll, Op.Clt,h.2L.

" Perum Pegadaian'Il , op. cll,h.4.

tu lbld,h.2L.
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2. Stratcgi Perolehan IIak dan Perlindungan HKI Perun Pegadaian

HKI, sebagaimana dikemukakan oleh Jill Mc. Keough (1997.216)s1 ,

adaldt " Broadly speaking, we can sqy that tntellectual Property is a generic term

for the various rights or a bundles of rights which the low accords for the

protection of creative effort - or more specially, for the protection of economic

it1estment in creative efort ...(secara luas dapat kita katakan bahwa kekayaan

intelektuat adalah istlah umurn untuk berbagai hak atau sepcrangkat hak yang

menurut hukum terkait dengan perlindungan upaya kreatii atau secara lebih

khusus untuk perlindungan investasi ekonomi dalam upaya kreatif tersebut) 'i HKI

pada dasarnya melindungi kekayaan intelektual yaitu kekayaan yang lahir dari

kemampuaa intelektrral mariusia (human intellecf), alaupun 
'ntuk 

menghargai

inveitasi yang besar, baik dari sisi waktu, tenaga maupun biaya untuk
I

menghasilkan kreasi intelektual tersebut. Bahkan yang lebih penting, HKI pada

dasarnya, merupakan wujud penghargaan atas kepribadian manusia-

A. ltak Cipta

Hak Cipta diatur dalam UU No. 1912002 Tentang Hak Cipta. Deftnisi hak

cipta terdapat dalam Pasal I Ayat (l) Juncto Pasal2 Ayat (l) menetapkan: "Hak

Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaanny4 yang timbul secara otomatis

setelah suatu ciptaan dilahirkan Lmpa mengu.rangi pembatasan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku".

57 Jill Mc.Keough dan Andrew Stewart , Irr tetleclual PruPerty In Auslrullz, Sec. Editiorl
Butterworths, 1997, h. 2l 6.
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Tidak semua ciptaan dilindungi hak cipta Ciptaan yang dilindungi hak

cipta hanrs memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal I Angka

2 dan3 UU No. l9l2002 sebagai berikut:

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama

yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan

kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau

keahlian ),ang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan

bersifat pribadi' (tutgka 2).

Ciptaan adalah hasil setiap Ciptaan Pencipta yang menunjukkan

keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra

(Angka 3).

Dalam teori hak cipta criteria tersebut disebut sebagai standar perlindungan hak

cipta (standard of copyright's ahility), sebagaimana dikemukakan oleh: Earl W

Kintner sebagai berikut:s8

Originality: the word "originality"..- or the test of
"originality", is not thu the work to be novel or unique-

Even a work based upon something already in public domatn

may well be original;
creativity: Creativity as a standard of copy'ightabtlity is to
great degree simply measure of originality . Although a work
that merely copies exactly a prior work may be held not to be

original , tf the copy entails the tndependent creattve
judment of the a'uthor in its production, that creativity will
render the work original;
Fixation: A work is fixed in a tangible medium of expression

when its embodiment in a coPy or phonerecord by or under

the authority of author, is sfficiently permanent or stable to
permit to be porceived, reproduced or otherwise

communicate.dfor a period of more than transitory duration.
A work conitsting of sound imager or both, that are betng

transmitted isfaedfor purpose of this title is afixation of the

work is being made simultaneously with its transmismision-

" Earl W. Kintner dan Jack Lahr, An Intellectual Property Law Prlmer, Clark

Boardman, New Yorlg 1983, h. 346-349. Bisa juga diruiuk pada James Lahore, Copyrighl,

Butterworth, Sydey, 1977, h. 80-83.

I

2

3
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Persyaratan utama keaslian (originality) tidak berarti bahwa ciptaan harus

ingenious atau bahkan menarik. Hal yang terpenting, ciptaan tersebut tidak

secara keseluruhan meniru ciptaan laiq tetapi harus berasal dari Pencipta.

Keaslian ciptaan tidak membutuhkan suatu kebaruan (novelty), tetapi dapat saja

berawal dari keasi yang sudah ada. I{al ini terlihat dalam kasus University of

London Press Ltd. v. {Jniversi.r* Tutorial Pre,ss Ltd.,se hakim menyatakan bahwa

kertas kerja di bidang Matematika merupakan ciptaan yang memenuhi r'rnsur

originality, sekalipun kertas kerja tersebut terdiri dari berbagai informasi yang

sebenarnya telah disediakan ilmu pengetahuan bagi orang-orang dalam bidangrrya.

Lebih lanjut mengenai keaslian dikemukakan oleh James Lchore yuttt:60

'"Thus originalitl, for the purposes of Copyright law is not originality of idcas or

thought but originality in the execution o! the particular form required to express

such ideas or thought". Keaslian sebagai tujuan hukum hak cipta bukan keaslian

ide atau pemikiran, tetapi keaslian dalam menuangkannya dalam suatu bentuk

khusus yang disyaratkan untuk mengekspresikan ide atau pemikiran tersebut.

Dengan demikian keaslian yang diminta adalah keaslian perwujudan

(ekspresi) dari ide, sehingga yang dilindungi sudah merupakan bentuk nyata suatu

ciptaarL apapun media ekspresi yang digunakan sebagaimana pemy ataan Strong:61

The province of copyright is communication Worl<s of art and
,, literature are what copyright protects, no matter what the

medium, and wSrl<s whose purpose is convey information or

"Jill Mc. Keough, op. clt,h. 138.

@James Lahorg Ap. CtL, ,h.80-83. bandingkan dengan Earl Kintner, Op. Ctt,h.346 -
349. 6' Wiuiam S. Strong, The Copyrtghb Booh A Pmatcql Gutde, The NIRP Press,

Canbridge, 1993, h.,1.
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ideas. In the words of statute , copyright protects "original

work of authorship faed in any tangible medium of expression,

now lcnown or 1atur developed, from which they can be

perceived reproduced or otherwise communicated , either

directly or with the aid of machine or device'

standar perlindungan hak cipta yang kedua bahwa harus ada pemenuhan

kreitivitas (creativity). Proses kreatif dengan mana suatu ekspresi berasal (comes

into being) menjadi sangat relevan. 52 Persyaratan kreativitas terkait dengan

adanya kreasi intelektttal pribadi artinya ciptaan dibentuk dengan ciptq karsa dan

rasa manusia, bukan ciptaan di luar manusia. Kreativitas menunjukkan sebab

akibat antara pencipta dengan ciptaannya.

Sedangkan persyafatan perwujudan (fixation) rnerupakan konsep bentuk

material Qnaterial form) yang merujuk pada 'suatu ciptaan ' sebagai tujuan

perlindungan hak cipta- Hak cipta melindungi ekspresi dalam bentuk material,

bukan ide atau informasinya. Namun demikian umunnya Negara Civil Law

System tidak terlalu 'tegas mensyaratkan adanya perwujudarl dalam arti,

improvisasi musik seketika dilindungi hak cipta bahkan sebelum adanya

perwujudan. Namun negara Common Law mensyaratkan adanya perwujudan' Hal

ini menyangkut dikotomi antara suatu ide dengan ekspresinya yang tidak selalu

mudah untuk dideskriPsikan.

Dikotomi antara ide dan ekspresi, tampak dalam kasus Donoghue v- Allied

Newspaper Ltd.63 Dalam kasus ini, si Penggugat setuju untuk diwawancarai

mengenai karir balapnya oleh seorang wartawan News of The World. Beberapa

artikel telah diterbitkan dengan judul "Enthraliing stories of The King of sports".

62 lbid
u3Jill Mc. Keougtr, op. Cil' h. 135
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Wartawan mendapat iji" q5i surat kabarnya untuk selanjutnya menerbitkan suatu

ver.si cerita pendek-pendek dari artikel tersebut untuk majalah lann. Donoghue

menggugat ganti rugi atas dasar pelanggaran hak ciptanya, karena dia berasumsi

bahwa dia adalah pemilik hak cipta atas cerita mengenai dirinya. Haldm Farwell

rnemutuskan bahwa wartawan adalah pencipta atas ciptaan artikelnl.a, Penggugat

hanya menyumbangkan (ide) peristiwa kehidupannya. Hakim menekankan batrwa

tidak ada hak cipta bagi ide, dengan pernyataannya: * "A person moy have a

brilliant idea for a story, or a picture-.-, but... the protection which is the result of

the communicatiion of the idea ... is the copyright of the person who has clothed

the idea inform...".

Berdasarkan hasil penelitian di Perum Pegadaian, ada beberapa kreasi

intelektual yang dapat dilindungi Hak Cipta antara lain:

a. Company Profile;
b. Majalah Internal Warta Pegadaian;
c. Buku Logarn Perhiasan karya A. Kadarno yang diterbitkan Kantor

Pusat Perum Pegadaian Jakarta pada tatrun 1994 ;
d. Buku Keterangan Tabel Taksiran Berlian yang diterbitkan oleh

Direktorat Operasi dan Pengembangan Kantor Pusat Perum
Pegadaian Jakarta pada tahun 1997;

e. Buku Tabel Taksiran Berlian yang diterbitkan oleh Direktorat
Pengembangan Usaha Kantor Pusat Perum Pegadaian Jakarta pada
tahun 2009 ;

f. Prosedur Operasional Standff (Standart Operasional Procedure -
SOP), Lazinnya SOP ini sudah dibukukan dan memiliki isi
(content) sebagai berikut:
I. Pendatruluan berisi: latar belakang, Pengertian dan IstilatU

Kegunaan Buku Pedoman, Format buku Pedoman,
Wewenang dan tata Cara Perubahan Buku Pedoman;

II. Organisasi dan Perlengkapan Operasional: Organisasi
Pengelolaan, Uraian tugas, Perlengkapan Operasional;

m. Pedoman Analisis Kredit: Prinsip dasar dalam analisis
Kredit, Prosedur Analisis Kredit;

@ rbtd.
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IV. SiHus Layanan Pinjaman: Ketentuan Umum, Prosedur

Penyaluran Pinjaman, Prosedur Pelunasan Piqiaman.
Prosedur Perpanjangan Pinjaman dan Administrasi
Pinjaman;

V. Pengelolaan Pinjaman Bermasalatr : Penyitaan Barang

Jaminan, Prosedur Pengajuan Klann Asuransi, Prosedur

Lelang Janrinan;
VI. Sistem dan Prosedur Keuangan: Treasuri dan Aluntansi;
VII. Sistem Pelaporan Aktivitas: Pelaporan Kantor Cabang,

Pelaporan Kantor $/ilaYah;
Vm. Pengendalian: Pengendalian dari Manajer Cabang,

Pengendalian Kantor Wilayah, Pengendalian Kantor Pusat;

IX. Selain itu buku SOP memuat juga bagan alh (flowchart)
dan berbagai rumus perhitr,rngan serta berbagai macam
table, seperti Tabel Tariff Sewa Modal, Tabel Pinjaman
Gadai Gabatr Kering Giling (GKG) dan flowchart SOP dan

semua formulir yang menjadi lampiran SOP, termasuk
rumus-rumus perhifungan, seperti, rumus penetapan
besarnya angsurart, penetapan besarnya pelunasan
sekaligus, pelunasan sekaligus dimasa angsuran, pelunasan

kredit macet dan lainJain.
g. Situs Internet: www.pegadaicn.co.id. dan htto://bsc.pesadaian:
h. Seni Logo pegadatan ber,warna hijau dan hitam (sudah didaftarkan

Ciptaannya dengan Surat Pendaftaran Ciptaan yang terbit 23

Desember 1992 Nomor 007019 pada 19 Desember 1992);
i. Semua foto, rekaman video dan script untuk promosi dan periklanan

baik cetak ataupun elektronik dari Perum Pegadaian, antara lain
yang memakai bintang Dude Herlino dan Krisdayanti;

j. Program Komputer (sof;ware) yang menunjang opeftIsional Perum
Pegadaian;

Ciptaan berupa Company ProJile, Majalah Intemal Warta Pegadaian,

buku, SOP, script unttrk vtdeo rekaman pmmosi merupakan ciptaan yang

dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Huruf a. Demikian juga Situs

)l jl,i ir,',r..,1i',,i1,,ri; '.,,;;i". daft lllii" ir1r.-':,:':.1,r,rr.,i: ,ii merupakan Ciptaan pefWajahan

karya tulis dan Program computer $ortware) 
65 merupakan ciptaan yang

65 Menurut Pasal I Angka 8 UU No. lg/20D2 bahwa: "Program Komputer 58 adalah

sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa kode, skemq ataupun bentuk lain,
yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu

membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang
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dilindungi berdasarkan Pasal 12 Ayat (l) Huruf a Sedangkan Logo termasuk

ciptaan seni gambar yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 Ayat (l) Huruf f UU

No.19/2002. Foto merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 Ayat

(l) Hurufj. Rekaman video dilindungi sebagai ciptaan sinematografi berdasarkan

Pasal 12 Ayat (1) Huruf k.

Pada prinsipnya sesuai filosofis Frederich Hegel, Pencipta harus selalu

orang alami (natural person/naturlijke persoon), sehingga jika instansi pemerintah

yang berbentuk badan hukum (legal entity/rechts persoon) sebagai pemberi kerja

dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta maka hal tersebut karena adanya

presumption of transfer of exploitation right yang dibuat melalui perjanjian,

misalnya kontrak kerja.66 Perum Pegadaian sebagai suatu perusahaan yang

berbadan hukum memegang hak cipta atas sem.ua ciptaan atau kreasi inteleknral

yang dibuat oleh para.pegawainya, didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Ayat (l)

dan Ayat (2) UU No. 19/2002:

(l). Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan
pihak lain dalam lingkungan'pekerjaanny4 Pemegang Hak
Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan
itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak
dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan
Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

@. Ketentuan sebagaimana dimaksud padz ayat (l) berlaku pula
bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan
yang dilakukan dalam hubungan dinas.

lhusus, termasuk persiapan, ebut'. any *pression in ory
language, code or notaion without relatedilformation)
inlended either directly or afier either or both offollowtng : (l) Corwersation to another longuage
code or notion; (2) Reproduction in o dffirent mderial form lo cause a danise havtng digital
in/ormation processing capabilities to perform a parlicalarfunction lblL Bisa juga dibaca pda
Rahmi jened dldq "Perlindrmgan Hak cipta atas prograrr komputef',Warta Advocat, No.I/ItIei
2000 (selarjurryadisebut Rahmi jened VI), h. 5.

6 Ralrmi Jened, HfrI: Penyolahganaon Hak eksklas{, Airlangga University Press,
Surabayg 2006 (selanjutnya discbut Rahmi jened Vtt), h.77.



46

Meski ciptaan foto dan video merupakan karya pesanan Perum Pegadaian

kepada pihak lain, namun perlindungan hak cipta atas ciptaan tersebut sebagai

karya pesanan (comission works) diberikan kepada si Pemesan yakni Perum

Pegadaian selaku pemegang hak cipta sebagaimana pernyataan Lahore:67

where in case of an engroving, photograph or portrait, the plate or
other original was ordered by some ather person and was made

for valuable consideration pursuance of that order, then in the
absence of any agreement to the contrary, the person by whom
such plate or other original wos ordered should be thefirsl owner
of the copyright

Hal yang sama nampak dalam Boucos v. Cooke ut y*g ditetapkan oleh hakim

bahwz:.6e

Where a person requests a photographer to talce a photograph
upon terms that person will pay for it or if there is an implied
promise that he witl pay, that person is the owner of the copyright
in the photograph... The photograph was mtde or executedfor or
on behalf of any other person lor a good or a valuable
considerotion.... fn the absence of un exltress contract to the
contrary, the copyright in a work,which had been created for
valuable in pursuance of an agreemcnt to create it, or in the
course of the employment of the author, should vest in the person
giving the consideration...

Demikian halnya dengan Program komputer (software) Aplikasi Lrti

adalalr karya pesanan (commision works) Perum Pegadaian kepada PT Telkom

Penibsanan didasarkan pada pertimbangan yang bemilai (valuable consideration)

bahwa aplikasi inti tersfbut terkait dengan core bustness Perum Pegadaian. Selain

itu harus dicermati basis data dan infonnasi untuk pembuatan program komputer

(sofiware) tersebut adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta (copyrighted

u' James Lahore, Ap.CtLr h.l32.

6t Ibld

u'Rahmi Jened II, Loc.Clt
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materiqls) milik Perum Pegadaian, seperti brochure, SOP, Term of Reference

(TOR) serta informasi ternrlis lainnya. Dengan demikian source code dat object

code tidaklain merupakan terjemahan Cari instruksi pesanan Perum Pegadaian T0

sebagaimana yang terjadi dalarn kasus John Richardson Computers Ltd v.

Flanderss and Chemtex Ltd.1r

A great marry software houses employ independent contractors to
supply supplement their in house development team, software
house has paid money under an agreen ent for supplying computer
code which is necessary for its completene,s.r-, if is highly lilccly the

software house wtll be the owner in eEdty of the copyt'ight in the

work produced and should be entitled to have the right assigned to
them. fn rationalc will also apply in other circuntstances where
the computer software is commissioned by third party...Such a
rotionole may hovefar reaching implicdton in on indastry where
... the commissioning agreemcnt b silent to ownetship.

Perjanjiair pemesanan antara Perum Pegadaian dan pihak mitra didasarkan pada

pertimbangan yang bernilar (valuable constderation) tersebut di atas. Hal ini

sesuai dengan pernyataan bahwa: "An agreement for valuable consideration,

rather than a commission for money or money's worth, apPears to be a

requirement that the consideration, although it need not be adequate, must be real

or capable of havtng some value attrtbuted to it in the eye of the lqw ". 72

Perum Pegadaian sebagai suatu perusahaan yang professional semuzl

aktivitas perusahaan, apalagi yang terkait. dengan produk sebagai kreasi

intelektual yang tergolong ciptaan tersebut di atas, seyogianya didaftarkan

sebagai ciptaan. Meskipun perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis (automatic

ToBrian Bandey, fnkmallonal Copyrighl ln Compuler Program Tethnologl CLT
Professional, Birmingham, UK I 996, I 24-5.

't lbtdn rbtd-
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protection), namun Surat Pendaftaran Ciptaan sangat diperlukan untuk penyediaan

bukti awal hak cipta. Pendaftaran ciptaan adalah persyaratan untuk menetapkan

adanya gugatan atas pelanggalan. Pendaftaran juga merupakan persyaratan untuk

memperoleh ganti rugi. strat pendaftaran ciptaan (petikannya) menetapkan bukti

awal Qtrima facie) bagi si pencipta akan keabsahan hak ciptanya' Akhimya

pendaftaran dibutuhkan untuk peralihan kepemilikan untuk memberikan

pengumuman bagi Pihak ketiga

akan adanya peralihan kepentingan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh

Holmes bahwa:73

necessaryfor a transfer of ownership...

Pendaftaran tidak merupakan keharusan karena tanpa didaftarkan hak

cipta telah ada, diakui dan dilindungi. Pasal 36 UU No. l9l2$02

rnenetapkan:"Pendaftaran ciptaan dalam DaftaI Umum Ciptaan tidak

mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari

ciptaan yang di daftar." Ciptaan yang tidak didaftar tetap diakui dan dilindungi,

namgn tidak dapat diragukan sangat sulit pembuktiannya. Untuk itu seyogianya

segala alat bukti dapat didayagunakan Pencipta untuk membuktikan keabsahan

haknya.

" Wi1iam C. Holrnes, Inlellectuol Properllt tnd Anlilrusl Law, Clark Boardmaq New

Yorlq 1983, h.134.
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Perlindungan hak cipta atas ciptaan tersebut yang dipegang oleh Perum

pegadaian sebagai badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tatrun sejak

pertama kali ciptaan diumumkan (Pasat 30 Ayat (3) UU No. l9l2002). Perum

pegadaian sebagai pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif (exclusive rights)

yang berdimensi hak ekonomi (economic right) dan hak moral (morul right). Hak

ekonomi diatur dalam Pasal 2UU No. l9l2002 yarrgmenentukan sebagai berikut:

(l) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau

pemegang' hak cipta untuk mengumumkan atau

rnemperbanyak ciptaanny4 yang timbul secara otomatis

setelatr suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
(2) Pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan sinematografi

dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin
atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya

menyewakan ciptaan tersebut unfuk kepentingan yang

bersifat komersial.

Sedangkan hak moral ctiatur italam Pasal24 UU No. 1912002 sebagai berikut:

" (l) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak

cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam
ciptaannYa.

@ Suatu ciptaan tidak boleh diubah, walaupun hak cipta'nya

telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan

persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya
dalam hal pencipta telah meninggal dunia

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga
terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan,
pencantuman dan perubahan nlma atau narna samaran

pencipta
(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada

ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hak eksklgsif tersebut dapat diek;ploitasi dengan cara melaksanakan (ro

execute) pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan, atau memberi lisensi (ro

licence) bagi pihak lain, atau mengalihkan hak (to assign) pada pihak lain untuk

melalarkan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan.
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B. Hak Kekayaan Industri

a. Paten

. IJU No. l4l2001 Tentang Paten yang dalam Pasal 1 Angka I menetapkan

bahwa: "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor

ata.s hasil invensrnya ai bidang teknologi, yang untuk selarta waktu tertenhl

melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya

kepada pihak lain untrrk melaksanakannyr'. Sedanpd<an invensiTa diartikan

sebagai: "Ide75 inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan

masalatr spesifik di bidarig teknologi dapat berupa produk atau proses , atau

penyempnmaan dan pengembangan produk atau proses" (Pasal I Angka 2 UU

No.l4l2001). Invensi disini'lebih mengetengahkan unsur lcreativitas intelektual

manusi4 kreasi tambahan (arti/icial creation) yang timbul atau dipacu oleh

kebutuhan untuk mem"clhkan rnasalah teknis tertentu-76

Hak paten timbul berdasarkan pendaftaran (irst to file systemlstelsel

Konstitutif) dengan memenuhi persyaratan paten sebagaimana diatur dalam Pasal

zlJU No. 14i2001 yang menentukan: "Paten diberikan untuk invensi yang baru

dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri".

Ketentuan tersebut menyangkut patentability yarrrg bersifat jelajah dunia (world

wide) yang mencakup:7z

'n Sebaliknya discovery berbeda dengan Imtention sebagai penemwrn yang bukan

sebagai hasil laeasi sekalipun laeativitas telatr dilakukan untuk membvka(reveal) informasi atau

sesuatu yang tersedia di alam.

7t Hal ini berbeda dengan Hak Cipta yang tidak melindungi ide, tetapi melindungi
ekspresi dari ide.

'u Ratrmilened lll, Op.ClL. h. I 17.

n lbld.,h. l16.
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l. Novelty(kebaruan);

2. Inventive step (langkah inventif);

3. Industrial applicatton (dapat diterapkan secara industri).

Selanjutnya dalam UU No. l4l2}Ol, syarat kebaruan (novelty) diatur lebih

lanjut dalam Pasal 3 dan 4 sebagai berikut:

Pasal3

(l) Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan,

invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang

diungkapkan sebelumnYa.

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana

dimaksud padaayat(l) adalah tcknologi yang telah

diumumkan di Indonesia atau di luar lndonesia daiam suatu

tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara

lain yang memungkink.an seqrang abli untuk melaksanakan

invensi tersebut sebelum:

a. Tanggal Penerimaan; atau

b. Tanggal Prioritas.

(3) Teknologi yqng diungkapkan sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) mencakup dokumen Permohonan

Permohonan.

Pasal4

(1) Suatu invensi tidak dianggap telatr diumumkan jika dalam
jangka waktu paling tama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal

Penerimaan:

a. invensi tersebut telah dipernrnjukkan dalam suatu

pameran intemasional di Indonesia atau di luar negeri
yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu
pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui
sebagai resmi;
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b. invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh
inventomya dalam rangka percobaan dengan tujuan
penelitian dan pengembangan.

(2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal
Penerimaan, temyata ada pihak lain yang mengumumkan
dengan cara melanggar kewajiban mtuk menjaga kerahasiaan

. invensi tersebut.

Hukuni mensyaratkan bahwa invensi yang diberikan paten harus baru

(novel) . Dalam arti, pemohon paten harus memberikan kontribusi untuk sesuatu

yang baru bagi masyarakat.Tt

Pada da-samya novelty dapat dinilai dari dua aspek yakni:7e

a. dari sisi teknologinya;

b. dari tenggang rvaktu pendaftarannya setelah adanya pengungkapan;

Novelty dilihat dai sisi teknologinya bahwa iavensi harus bukan

merupakan bagian dari teknologi yang telah diungkap sebelumnya yang disebut

prio, ort atar- state of 
,the 

mt sebagai pembanding. Sedangkan pr ior art ata!

state of the art80 diartikan sebagai: "the irwention not be abandoned, suppressed

or concealed". Prior art meliputi semua pengetahnan yang 1ff5sdia dalam

masyarakat baik berupa penggambaran (description) baik tertr.rlis maupun lisan

(written or ora[), penggunaan (use) baik berupa pameran (exhibilion), penjualan

(sales) atau penawaran (offer), atau cara-cara lain melalui rekaman video

'Donald S. Chisum and F. Scoft Kiefr, Cases and MEtc at Prlnciple ol Patent Lai',
Third Edition, Thomson, Foundation Press, New York, 2004, h. 324. Dapat juga dirujuk pada
Harold C. Wagne\ Poknl Earmonfuatlon, Sweet & Maxwell, l,ondon, 1993, h.34-37. Bisa juga
dirujuk pada Australian Government " The Economics of Patenf', Bureau of Industry Economics,
1997, 4- Takabant Hibino, "Patent Stratcgy for the 2ln Century", ToT lor Pructitionc4,
AOTS_JIII, Japan Februari 2003, h.3.

D Rahmi Jene4 Dlhlat Iluhum Paten, Faktltas Hukum Universitas Airtangg4 2000
(selanjutnya disebut Rahmi Jened VIID, h.32.

to Section lO2 U.S. Patent Act.
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(recording on video) atau rekaman srura (sound carrier) atau melalui internet.

prior art dapatberupa produlq proses, informasi tentang invensi atau yang terkait

dengan invensi yang tersedia pada masyarakat.

publikasi dokumen secara world wide merapakan antisipasi prtor art atas

invensi yfrLg dapat menggugurkan nilai novelty. Artinya jika seseoftulg

mengajukan Paten atas invensinya, sepanjang tidak ada publikasi dokumentasi di

dunia yang dapat diiadikaq prioi arl untuk mengantisipasi invensinya, maka

invensinya memenuhi unsur kebanran (novelty). Sedangkan antisipasi atas

pengguruum hanya berlaku dalam wilayah Negara yang bersangkutan' Artinya"

sepanjang tidali ada orang lain yang menggunakan invensi yang sama di

negaranya (walau di Negara lain rnungkin sudatr ada), rnaka invensinya tetap

dianggap memenuhi unsur novelty.sr Hal ini terkait dengan kebijakan Negara

bahwa paten merupakan salah satu alat untuk memajukan dan meningkatkan

industrialisasi.

Sedangkan novelty yang dilihat dari jangka waktu (grace period) bahwa

tarrggal penerimaan permohonan pendaftaran (/iling date) patet tidak melebihi

6 (enam) bulan dari pengungkapan invensi yang bersangkutan. Grace period

ditentukan oleh materi yang dipublikasikan oleh pemohon paten yang dapat

diternukan dalam berbagai sistem. Grace period pada dasarnya merupakan

penerapan unsur equity karena di satu sisi, paten melindungi dan memberikan

incentive atau reward bagi inventor yang telatr mengorbankan waktu, biaya dan

energi untuk menyimpan informasi (sebelum didaftarkan) sementara waktu atas

8r Cornish, Op.Clt., h. 178. Bisa juga dirujuk pada'Ronald B. Hildreth, Op-CtI.,h.35
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invensinya yang dapat diberikan paten. Di sisi lairU ada kepentingan pihak lain

untuk mengandalkan bukti teknologi umum essensial setelah jangka waktu grace

pertod berakhir82 untuk mengembangkan teknologi tersebut lebih lanjut dan

kepentingan Negara untuk memajukan industri dalam negeri.

,. Hal ini berarti secara hukum seorzmg pemohon paten akan dianggap

invensinya tidak memenuhi syarat novelty, jika dirinya sendiri atau pihak lain

menjual, menawarkan untuk jgal, menggunakan secara umum invensinya atau

menggambarkan dalam publikasi tercetak klaim dari invensi lebih dari 6 (enam)

bulan sebelum -/iling date dai- permohonan paten.83 Dalarn hal ini tidak ada

perbedaan, apakah prior arl tersebut dipublikasikarr oleh inventor sendiri atau

orang lain yang tidak terkait dengan inventor. Jlka prior arf tersedia oleh

inentor, maka secara teoritis inventor akan diiindungi dan tidak dirugikan

dalam arti dapat menunda pendaftaran Paten sampai invensinya secara komersial

dapat diterapkan. Narnun dalam praktek, lazimnya inventor yang berniat

mendaftarkan invensinya akan berisiko jika menunda pendaftaran, kecuali yang

bersangkutan tidak metihat adanya bahaya dari publikasi atau pendaftaran paten

oleh pihak lain yang dapat mengantisipasi invensinya sebagu prior art.

s2 Kieff. Op.Cit.,h.524.Di Amerika dikenal critical date sebagai either uerifioble date of
iwention, or one year before the application's /iling date, depending upon whether the irwention

is being analized-for application or bar. The efecttve date is the date the piece of prior art is

atlou'ecl to count os prior arr (tanggal kitis adalah baik tanggal verifikasi invensi maupun satu

tahun sebelum perole-h/ing dote, tergantung pada apakah invensi sedang dianalisis atau . Tanggal

efektif adalah tanggat bagian dan prior artymtgdipertolehkan untuk dihitung sebagai pr.ior art).

Bisa juga dirujuk pada Ronald B. Hildreth, Polenl Law: A Practlfronen Gulde, Practising law
lnstitute, New York, 1993, h. 35'39.

83 Grace period ini sangat penting diperhatikan dalam /irst to file system , bahkan meski

Amerika menganut Jirst to lrn'enl systez pengungkapan tersebut

menglkibatkan lunturnya nilai nwelty. Dahulu jangka waktu 12 (dua

betas) butan, namun mengingat perkembangan teknologi yang s tersebut

dalam banyak perundang-undangan negara ditetapkan menjadi 6 (enam) bulan.



persyaratan kedua yakni tangkatr inventive (inventive step) terdapat

dalam Pasa1 2 Ayat(l) dan (2) UU No'14/2001 :84

(1) Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi

tersebut bagi seseoran g yprgmempunyai keahlian tertentu di

bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga

55

art. If the state of the a't olso includes docament within the meaning of

(2)

Langkah inventif disini berarti :uji non obviousness bahwa "invensi bukan

sesuatu yang dapat diduga (obvious) bagi seseorang yang memiliki keahlian biasa

dibidang teknik (a person of ordinary skilt in the art ttzu ordinary person hwing

orclinary skilt of the art -PHOSITA)". Dengan situasi demikian, penilaian ini

did:isarkan pada perbandingan secara mosaic artinya tidak didasarkan pada

referensi sattr prior art saia (not single prior art reference). Jadi meski invensi itu

memenuhi syarat notelty, nzunun mungkin saja gagal untuk mementthi

persyaratan undang-undangjika secara signifikan tidak berbeda dengan prior art'

perbedaan invensi yang dirninta tidak harus lebih baik dat'. prior arf sebagaimana

dikatakan Hakim Gites Rich,t'"....Enerthough their iwentions are not as good as

what already exists, such as inventors are not being rewardedfor standing still or

& Ketentuan ini senada dengan Article 56 EPC menentukan: An ir*ention shall be

an intentive steP, having regod to the state of the ut, it is not obvious toconsidered as iwolving
a pd)to, skilted in the
Article 54 paragraph 3 , thqse doCrments are not to be considered in deciding whether there has

been an lwentive steP (ArrnYa: suatu invensi hams dianggaP mengandung tangkah inventif terkait

dengan teknologi Yang telah diungkap sebelumnya, jika hal itu merupakan sesuatu Yang tidak

dapat diduga bagi seorang yang memiliki keatrlian biasa di bidang telsrik penemuan. Jika

teknologi yang diungkaP mengandung dokumen yang disebut dalam Pasal 54, maka dokumen ini

tidak dapat dipertimbangkan dalam penentuan ada atau tidalatya langkah inventif).

* Donald S. Chisum and F. Scott Kiefr, Op-Clt,h.328.
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for retrogressing, but for having invented somethtng .... The system is not

concerned with the individual inventor's progress but only with what is happening

to technologl....".

POSHITA sebagai relevont yardstick yakni seoftIllg atrli yang bekerja

dibidang teknik invensi yang memiliki keahlian dan pengetatruan rata-tata

(average), namun tetap memonitor area teknik yang terkait. Di lndonesia tidak

ada penjelasan lebih tanjut dalam hal ini, padatral persyaratan ini yang paling sulit

ditentukan dan agak sedikit bersifat subjektif. Penerapan persyaratan tentu hanrs

melihat dari tujuan hukum yang ada yakni keadilan atau kepastian. Dalam praktek

di Negara Eropa uji langkah inventif ditentukan dal3m beberapa hal:86

a. problem-solution apProach ;

b. starting point for consideration: the closest prior art;

c. could - would test cts reasonable expectation of succsess-

Dalam praktek di Amerika, penilaian obviousness ini bertitiktolak dari

pr.ioy art sebagai rujukan dari setiap elemen dari klaim atas invensi yang diajukan

paten, ditambah dengan ketnampuan invensi yarlg rremungkinkan orang lain,

khususnya PHOSITA yotuk mampu melakukan hal yang sarna (enablement).

Pemenuhan langkah inventif adalah dengan melakukan perbandingan dengan dua

atau lebih prior art atas beberapa informasi teknik, ditambah fakta tambahan

bahwa invensi menunjukkan pembelajaran (teachzg), motivasi (motivation), atau

harapan (suggestion) disebut 'TMS" dan kombinasi referensi harapan pencapaian

e Dres.h.c. Josef Strauss, "Europeant Patenf', Batran Ajar pada Pelatihan dalam Rangkit
Kerjasama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European
Comrnunity and ASEAN lntellectual Property Rights Co-operation Programme - ECAP II),
European Patent Office @PO) bekerjasama dengan Max Planck Institute, Jeman, Nopember,
2005 (selanjtnya disebut Josdf Strauss t), h.37-52.
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unfuk sukses (reasonable expectotion of silcsess atau "RE9'). Batrkan dalam

penerapanny4 ada pertimbangan lebih lanjut bahwa invensi harus mencapai

keberhasilan secara ekonomi (commercial success) atau adanya kebutuhan lebih

lanjut dari pemecahan masalah yang ditawarkan invensi (long feld need),81

misalnya, pada zaman dahulu dikenal cara untuk mengikat kunci dalam satu

ikatan sederhana untuk mencegah orang seringkali lupa meletakan kunci,

kemudian seorang inventor membuat ikatan lornci dari berbagai bahan dengan

berbagai cara pengikatan. Kieff secala bercrinda menyatakan bahwa: "PHOSITA

adalah seorang yang cukup pandai untuk meniiai suatu invensi non obvious,

rurmun pafu saat yang bersamaan cukup bodoh untuk menilai novelq/".88

Pasal 5 UU No. 1412001 menetapkan: ' Suatu invensi dapat diterapkan

dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri

sebagaimana yang ditraikan dalarn permohonan". Pedoman terbaru mensyaratkan

pemeriksa paten untuk memeriksa kembali klaim dan deskripsi tertulis yang

mendukung klaim industrially applicable jika selama waktu saat pemeriksaan

klaim dalam invensi telah menetapkan utitity yang berartlse :"A person of

ordinary skill in the art would immediately appreciate why the invention is useful

based on the charactertstics of the invention and the utility is speciJic, substantial

and credible".

t7 Kieff ll, Loc.Cit. Bisa juga dirujuk pada Ronald B. Hildreth, Op.Cit., h. 4. Rujukan
lebih lanjut Bruce Hambrug, 1984-1985 Paten Law Handbook, Clark Boardman, New York 1984,

h.45.

" Ibid.

te rbld., h351-752. Bisa juga dirujuk pada Jill Mc. Keough l, op.Cit., h. 303-305 &n
juga Jill Mc. Keough at all, Intellectuat Property Commenlory and Materlalr, Lawboolg
Australiq 2002 (selaqiutrya disebut Jill Mc. Keough lD h.312-314.
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Selain itu juga harus diperhatikan adanya pengungkapan yang jelas dan

lengkap invensi yang dimintakan paten (clear and complete disclosure) sebagai

persyaratan Paten lain, yang sayangnya persyaratan ini tidak nampak secara

eksplisit datam W No.14l2001. Persyaratan tersebut dinyatakan sebagai

pengungkapan yang cukup (stfficient disclosure) sebagaimana ditentukan oleh

Article 29 TNPs sebagai berikut:

Members shall require thtt an applicantfor a patenl shall disclose

the invention in a manner sulficiently , clear and complele for
the invention to be carried out by a person skilled in the art and

may require the applicarzt to indicate the besl mode carrying out
the invention lonwn to the irnentor at the filing date or, where tlrc
priority is claimed at the priorill'date of the application

Selanjutnya Pasal 7 UU No.l4l2001 menetapkan :

Paten tidak dapat diberikan untuk invensi tentang:

a. pioses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau

pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlakr:, moralitas agam4 ketertiban umtlm,
atau kesusilaan;

b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau

pembedahan ymg diterapkan terhadap manusia dan/atau

hewan;

c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;

atau

d. i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;

ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman
, atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses

mikrobiologis.

Pada prinsipnya semua teknologi dapat dipatenkan, kecuali yang diatur

dalam Pasal 7 tersebut di atas. Hal ini mengingat sangat sulit untuk memberikan

batasan dengan suatu definisi hukum tentang konsepsi invensi yang dapat ataupun

tidak dapat diberikan Paten. Oleh karena itu rumusan dielaborasi dengan
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memberikan batasan untuk invensi yang tidak dapat diberikan Paten (dirumuskan

secara a-contrario). Dilema utama karcna fakta yang ada bahwa perlindungan

paten tersedia untuk semua cabang dari ilmu pengetaluran yang terkait dengan

teknologi dan definisi ini juga untuk mengantisipasi manakala ada invensi yang

baru yang dikenal dikemudian hari. Defrnisi ini juga membantu menetapkan

keabsatran perolehan hak (eltgibility) dal perlindungan paten.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kreasi intelektual dari Perum

Pegadaian yang berpotensi paten dan untuk itu seyogianya didaftarkan adalah:

a. Aplikasi Inti Perum Pegadaian sebagai satu kesatuan invensi yang

terkait dengan sistem komputerisasi prograrn operasional dan program

aktivitas Perum Pegadaian;

b. Metode bisnis (business method) yang terkait dengan sisterrr keuangan

' dan pembiayaan dengan sistem gadai dan frdusia;

c. Teknologi tepat guna untuk pemisah gabah (yang diterapkan pada

Kredit Tunda Jual Gabah);

d. Produk Perum Pegadaian lain yang dapat dibangun dengan cara

kerj asarna dengan nasabahnya.

Aplikasi inti Peruar Pegadaian yang dibuat dalam rangka komputerisasi

Perum Pegadaian merupakan satu kesatuan ilrvensi yang dibangun dengan basis

SOP. Meskipun untuk merybangun aplikasi inti tersebut dilakukan dengan.

penuqiukkan PT Persero Telekomunikasi Indonesia (pT TELKOM), namun

dimungkinkan aplikasi inti tersebut didaftarkan patennya.

Selain itu setiap bagian dari proses jasa keuangan dar- / atau sistem

pendukungnya, termasuk produk Perum pegadaian dapat didaftarkan sebagai
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paten atas metode bisnis (business method),eo misalnya, sistem otomatisasi

perusahaan yang terkait dengan gadai dan fidusia sebagai core business Perum

Pegadaian, metode unhrk pertindungan keamanan transmisi dat4 bar codes darr

lainJain. Bahkan jika bisnis sekuritisasi dan gadai saham dikembangkan lebih

lanjut dapat berupa invensi proses pelelangan obligasi dan saham (a bond anrl

s harL auct i on pro ces s).e 
I

Di samping itu ada potensi untuk pendaftaran paten sederhana atas

teknologi tepat guna untuk pemisatr gabah yang dikembangkan oleh ketua/ Petani

Agen Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG) di beberapa kabupaten di Jawa Barat,

seperti, di Garut dan tntramayu. e3

Apabila suatu permohonan Paten digranted oleh Negara, maka

berdasarkan Pasal 12lllJ No. l4l2001, Perum Pegadaian dapat menjadi subyek

pemegang hak atas segala, invensi yang dihasilkan dalam rangka hubungan

kerjanya, kecuali diperjanjikan lain. Selanjutnya sebagai pemegang hak paten,

perum Pegadaian memiliki hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU

No. 1412001:

* Terloit dengan suatu sistem dan metode untuk memrmgkinlan investor utuk

menghimpun portotblio investasi yang seragam, termasuk instrument investasi dari berbagai
liasdi perdagangan produk danjasa antar Negara
antar Negara shtp:l/www.shearman.com.ipand

services "shearman & Sterling Intellechnl Properry and

Technology Litigation", diakses 21 April2010, h. 1-3

et lbld. Bisa juga dibaca pada Chris Morton, "Business-Method Patents: of Questionable
Validity? Amazon.com Inc. v. Barnesandnoble.com.lnc., 239 F-3d 1343 (Fed.Cir.200l)",

Computer Law Revtziw and Technologt tournal Vol W, h. 321-322 diakses pada 18 Mei 2010

tentang gugatan Amazon.Com tnc sebagai Pemilik/ Pemegang Paten untuk Amazon.com's one-

click-purchas e p atent.

nt Wawancara dengan Bapak H. Yasin sebagai Agen Kredit Tun& Jual Gabalr, Gxu\ 24
November 2009. Persyaratan untuk menjadi agen KTJG: (l). memiliki sertifikat hak atas tanah

sebagai jaminan; (2). memiliki lahan yang cukup untuk lumbung dan tempat pengering gabatr; dan

(3). memiliki mesin giling.
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(l) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan

paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa

persetujuannya;

a. dalam hal paten-produk: membuaf menggunakan,

menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau

menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan

produk yang diberi Paten;

b. dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi
yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan

lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Q) Dalarn hal paten-proses, lamngan terhadap pihak lain yang

tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana

dimaksud padaayat (l) hanya berlaku terhadap impor produk

yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses

yangdimilikinya.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk
kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis

sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
pemegang paten.

(3)

Berdasarkan hak eksklusiftry4 pemilik paten memiliki hak monopoli

secara terbatas untuk mengecualikan dan mencegah pihak laiir dari segala

tindakan yang termasuk lingkup hak eksklusifrrya, sebagaimana diatur dalam

Pasal 16 UU No. 1412001. Hak ini berdimensi Hak Ekonomi (economic right)

untuk menikmati manfaat finasial dalam pengeksploitasian haknya" baik yang

dilaksanakan sendiri, atau yang dilaksanakan oleh pihak lain berdasarkan

perjanjian lisensi (licensing agreement) atau melalui tindakan peralihan hak

(assignment). Sedangkan dimensi Hak Moral (moral right) bahwa nama

inveirtor perorangan tetap harus dicantumkan, meskipun paten dipegang oleh

penrsahaan yakni Perum Pegadaian.
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b. HakVaritas Tanaman

Potensi HKI lainnya, khusus hak varietas tanaman, dapat diberikan kepada

perum Pegadaian adalah untuk perlindungan produk pertanian dan perkebunan

yang memperoleh skema pendanan Krelit Tani Jual Gabah (KTJG) dan produk

program Kemitraan Bina Lingkungan @KBL), 
e3 terutarna jika aktivitas tersebut

sampai pada kegiatan penelitian dan pengembangan (research and

dev el opment/ R& D) unhrk menghasilkan bibit unggul.

Hak varitas tanaman sebagaimana diatur dalam UU No. 2912000 Tentang

Perlindungan Varitas Tanaman diperoleh melalui first to file system dengan

pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menentukan

bahwa:" Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari,ienis atau spesies

tanaman yang (l) baru, (2) unik, (3) seragam, (4) stabil, dan (5) diberi nama".

Selanjutnya dinyatakan bahwa suatu varietas dianggap baru, apabila pada saat

penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari

varietas tersebut belum pemah diperdagangkan di lndonesia atau suciatr

diperdagangkan, tetapi dengan grdce period tidak lebih dari 1 (satu) tahun, atau

telah diperdagangkan di tuar negeri, tetapi tidak lebih dari empat tahun untuk

tanaman semusim dan 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan. Berdasarkan

definisi tersebut, terlihat persyaratan ini terkait dengan ada atau tidak adanya

tindakan komersialisasi dari tanaman yang dimintakan pendaftaran atau yang

disebut commercially novelty. Hal ini tidak terkait dengan apakah sudatr ada prior

art yang dibuat oleh pihak ketiga yang mungkin sama dalam segala hal dengan

varitas tanaman yang didaftarkan. Dengan demikian uji dari novelty dalad

" Wawancara dengan tlolittrt Rahman, S.H., MH, I-egal Advisor Biro Hukum pada
Sekretariat Perusahaan Perum Pegadaiarq ,akartq 28 Mei 2010.
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perlindungan varitas tanaman agak berbeda dengan paten karena dalam hal

tanaman ukurannya ditentukan dari "ada atau tidaknya tindakan komersialisasi,

oleh atau dengan persefujuan pihak pembudidaya tanatnan".e4

' Nu-r, demikian, dalam praktek tidak berbeda jauh dengan Paten karena

pendaftar varitas tanaman rnasih harus memenuhi percyaratan unik (uniqueness)

atau berbeda (dtstinctness) bahwa varitas tanaman harus berbeda dengan varitas

lain. Daiam hal ini dipertimbangkan isu titsttnctness dengan memeriksa ciri dari

varitas dengan varitas yang telah diketahui secara umum. Kantor pemeriksa dalam

hal ini tidak akan memeriksa secara aktual struktur genetik dari varitas untuk

menentukan apakah itu berbeda dari varitas lain, tetapi sekedar melihat apakatt

varitas menampilkan karakter yang berbeda dari varitas lain. UU No.29l2000

menentukan bahwa suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat

dibedakan secarajelas {engatr varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui

secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

UU No. 29/2000 menentukan bahwa:"suatu varietas dianggap seragam

apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti

seragam, meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang

berbeda-beda". Varitas dinyatakan seragam (undorm) i*a tunduk pada variasi

yang dapat diharapkan dari gambaran khusus dari propagasi, seragam dalam ciri

yang relevan, dalam arti bukan tidak mt'ngkin ada perubahan. Kriteria seragam

ini terkait dengan disttnctness dara stability, tanpa adanya keseragaman varitas

sangat sulit untuk memenuhi kriteria unik dan berbeda antara varitas yang sama

dari tanaman.

ea RahmiJenedlll, Op.Ctt.. h. 148.
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Sedangkan UU No.2912000 menentukan: "syarat varietas dianggap stabil,

apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelatr ditanam berulang-ulang,

atau unhrk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalarni

perubahan pada setiap akhir siklus tersebut". Selanjutnya dilakukan penamzum

atas 
:antas 

dengan ketentuan:

a. nama varietas dapat digunakan terus meskipun masa

perlindungdn teUn habis;
b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan

terhadap sifat-sifat varietas ;

c. penamaan varietas dilakukan pemohon hak dan didaftarkan
pada Kantor PVT;

d. bila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka
Kantor PVT berhak menolak perutmaan tersebut dan meminta
penamaan baru;

e. bila narna varietas telah digunakan varietas lain, pemohon
wajib mengganti nama varietas tersebut;

f. ftrma varie.tas yang diajukan dapat diajukan sebagai Merek
dagang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berkaitan dengan aktifitas skema pembiayaan KTJG atau PKBL dapat

diperjanjikan atau dalam perjanjian pembiayaannya dicantumkan klausula khusus

yang memperjanjikan adanya transfer of exploitotion right dari hak atas varitas

tanaman atas produk pertanian atau perkebunan tersebut kepada Perum Pegadaian

dengan tetap menghormati hak moral pembudidaya tanaman atas produk

pertanian atau perkebunan tersebut. Sebagai subyek pemegang hak varitas

tanaman, maka Perum Pegadaian memiliki hak eksklusif untuk menggunakan

sendiri (to use), atau memberikan persetujuan atau izin (to license) atau untuk

mengalihkan haknya (to assign) kepada orzmg atau badan hukum lain untuk

menggunakan varietas berupa benih dan hasil tanaman petanian atau perkebunan

yang +igunakan untuk propagasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1), (2)

dan (3) serta Pasal 40 Ayat (1) UU No. 2912000.
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c. Merek

Merek diatur dalam UU No. 15/2001 Tentang Merek. Merek sebenarnya

tidak murni kreasi intelektual. Merek pada dasarnya lebih melindturgi aktivitas

bisnis daripada sekedar perlindungan aset suatu perusahaan, sebagai contoh,

diperkirakan pada tahun 2004 nilai dari cap Cocacola adalatr US$ 67.39 Milyar

yang turun dari US$ 70.45 Milyares pada tahun 2003. Nilai ini bukan nilai

kapitalisasi pasar (the marlcet capttalization),eG seperti nilai total saham

perusahaan yang berjumlah US$ 130 Milyar.

Berdasarkan Pasal I Angka I Lru No. 15/2001 detinisi merek

adalah:"tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angk4

susunar warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memilikj daya

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa". Dalam

kaitan ini dikenal merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah "merek

yang digunakan pada barang yang dipedagangkan oleh seseorang atau beberapa

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan

barang-barang sejenis lainnva" (Pasa! I Angka 2). Merek jasa adalah "merek yang

digunakan pada jasa yang diperdagangan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa

sejenis lainnya" (Pasal I Angka 3). Jadi berdasarkan definisi tersebut, ada

beberapa elemen Merek yakni:e7

t5 lbrd.,h.l6l.

%The market cspitalization mencakup banyak asset lain termasuk asset fsik dan Merek
lainsepertiSPRITE, FANIA, Hi-c, MelloYello, POWER aDE, FM ALII/E dan sebagainya. Ibld.
Juga bisa dirujuk pada Suyud Margono Amir Angkas4 Komenlalisasl Aset Intelektual, Grasindo,
2002, h. 146-148. Bisa juga dirujuk pada Paul Temporal Advanced Brond Manogement From
Vlslon lo Valuotton John Wiley & SorU 2002,h.125.

" Rahmi Jened III, Op.Ctt.,h. 162.

I
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l. tanda

2. memiliki daya Pembeda

3. digunakan untuk perdagangan barang atau jasa.

Dari sisi tandanya merek bisa berupa gambar, nama, kata' huruf-huruf, angka-

mgkq susunan wama, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Tanda yang

dikaitkan dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai Merek secara

teoritis dapat dikatagorikan:eE

a. Inherently distinctiveness: eligible for immediate protection
upon use;

b. Capable of becoming distinctive: eligible for protection only
aJter development of consumer association (secondary

meaning);
c. Incapable of becoming distinctive : not eligible for trademark

protection regardless of length of use;

Tanda dengan katagori secara inheren memiliki daya pembeda (inherently

distinctivenessl dengan sendirinya dapat didaftarkan sebagai merek yaitu tanda

yang dibentuk dari kata temuan (irwented words) yang bagus sekali didaftarkan

sebagai Merek, mencakup tanda yang bersifal:ee

a. fanciful ( aneh, fantasi khayalan);

b. arbitrary Gerubah-ubah);

c. suggestive (memberi kesan).

s Robert Brauneis , US Trademark Law, Bahan Ajar pada Petatihan dalam Rangka

Kerjasama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European

Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme - ECAP II),
European Patent Office (EPO) bekerjasama dengan Max Planck lnstihrte, Jerman, Desember,

2005, 6-9. Bisa juga dibaca pada Eric Gastinel dan Mark Milfor4 The Legal ospec* of
Conrualg TrsdeMark, KluwerLaq London, 2O02,h. 17l-176.

e rbtd.
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Katagori kedua adalah tanda yang memiliki kemampuan untuk menjacii

pembeda (capable of be.comtng distinctive) dan dapat didaftarkan sebagai merek,

hanya jika tanda tersebut telah diakui konsumen, atau atas tanda tersebut telah

dikembangkan assosiasi konsumen, atau 
, 
telah dibangun pengertian kedua

(s e condory me aning). Tanda tersebut mencakup tanda yang bersifat.. I 00

a. descriptive;

b. deceptive Misdescriptive;

personal name .

Katagori ketiga adatah tanda yang sama sekali tidak memiliki kemampuan

pembeda (incapable of becoming dtstincttve), sehingga tanda 111i tidak dapat

didaftarkan sebagai merek, meskipun tanda tersebut telah digunakan dalam

upayanya membangun secondary meaning. Tanda ini meliputi:l,l

a. generic term;

b. deceptive;

c. geographically deceptively misdescriptive.

Dari sisi daya pembeda (dtstinctiveness) dapat dilihat dari ketentuan pasal

4' 5 dan 6 UU No. l5l2001 yang merupakan persyaratan substantif pendaftaran

merek di Indonesia.lo2 Hak atas merek diperoleh berdasarkan pendaftaran sesuai

sistem yang dianut ilirst to file system atau stelsel konstitutif. pasal 4 uU No.

'* Ibld- secondary meoning diAmerika dapat dibuktikan melarui:
(a) direct evidence: kesaksian konsumerq su,1'€y konsumen atau (b) indirect evidence :

ifitas, Iama dan cara), jumrah dan cara pengiklanarq jumlah penjualan pada
pasar, bukti adanya kehendak pihak lain untuk meniru Merelg clntoh kasus
F.2ed. 804 (t stCir, I 975).

tot rbtd.

to2 lbld.
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l5l200l menetapkan batrwai "merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonari

yang'diajukan oleh pemohon yang yang beritikad tidak baik". pemohon yang

beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan

jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran

merek pihak lain, demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak

lain rtu, atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau

menyesatkan konsumen.

Selanjutnya Pasal 5 W No. l5l 2001 yang merupakan alasan absolut

(absolute grounds) penolakan perrdartaran merek yang menentukan:

Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah
satu unsur dibawah ini :

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlakrl moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban-umum; 

-
b. tidak memiliki daya pembeda;
c. telatr menjadi milik umum; atau
d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa

yang dimintakanpendaftaran.

Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan undang-undang

berlaku, contohnya, merek yang bergambar daun ganja. Merek bertentangan

dengan moralitas agama, contohnya, merek yang menyerupai nama Allah atau

Rasulnya. Merek yang bertentangan dengan kesusilaan, contohnya, merek yrng

berupa kata-kata sumpah. Merek yang bertentangan dengan ketertiban urnurn,

contoirnya, merek yang menampilkan kata-kata atau gambar yang bersitat rasial

(racist).t03 Merek juga tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda

atau daya pembeda yang seharusnya mdadi penentu sangat lemah, contohny4

ro3 Jill Mc. Keough, op. C11.,h.442.
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tanda yang berupa satu tanda garis atau satu titik saja, ataupun tanda yang terlalu

rumit sehingga tidak jelas.

Terkait ketentuan ini elemen tiga dimensi yang bersifat perlambang

(/igurative three dimensional element ), gambar, foto, warna , huruf tunggal,

simbol dan bentuk dari produk atau bungkus dari produk dapat dinyatakan sebagai

Jigurative element dan secara umum dipertimbangkan sebagai devoid karakter

pembeda, kecuali membangun secondary meaning.tM Suafu Merek yang rumit (a

complex trademark) yakni yang terdiri dari kombinasi berbagai tipe yang berbeda

dari merek, ya:rrg lazimnya berupa kata dan elemen figuratif, masih rnungkin

didaftarkan sebagai merek walaupun secara umum tidak dapat didaftarkan

karena:r0s "l[/here tradbmark constst of a combination of several elements which

on thetr own would be devoid of distinctive character , the trademark taken as a

whole may have distinctive characters (ika merek terdiri. dari suatu kombinasi

beberapa elemen yang jika elemen tersebut berdiri sendiri mungkin tidak memiliki

daya pembed4 namun merek secara keseluruhan mungkin memiliki ciri

pembeda) ". Dengan demikian hal ini diputus secara secara kasuistis, seperti

Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 127 K/ Sip/ 1972 tatggal 30 Oktober 1972

Mengenai merek Y.KR..06 yang menyatakan batrwa:',suatu merek meskipun

hanya terdiri dari beberapa huruf-huruf dapat diterima sebagai merek karena

tM lbtd.

to5 CTMR Examination Guidelines parograph g. 3.

'6 Strdargo Gautama dan Riza Riwanatq Komentar Atas llndang-Ilndang Merek,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h.14.
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sudah demikian dikenal luas oleh masyarakat, sehingga dianggap mempunyai

dayapembeda".

Tidak dapat didaftarkannya tanda yang telah menjadi milik umum,

contohnya, merek berupa tanda tengkorak di atas dua tutang yang bersilang, yang

secara umum telah diketatrui sebagai tanda bahaya. Tanda ini menunjukkan

kelaziman atau kebiasaan terkait dengan batrasa yang digunakan dalam praktek

perdagangan yang jujur, sehingga tanda seperti itu adalatr tanda yang bersifat

umum dan telah menjadi milik umurn.

Tidak pula dapat didaftarkan sebagai merek, jika merek tersebut

rnerupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa I'ang dimintakarL

pendaltaran. Dalam hal, ini seyogianya dibedakan antara tanda yang bersifat

descriptive dan tanda yang bersifat generic. Tanda yang bersifat deskriptif

(descriptive) semata-mata menggambarkan produknya, sehingga masih

dimungkinkan untuk dibangun daya pembeda yang diakui konsumen (secondary

meaning). Sebaliknya" tanda yang bersifat generic adalah kata umum yang

bersifat Senus produk, sehingga tidak ada terminologi alternatif yang secara

umum yang dapat digunakan untuk secara fi,urgsional mengkomunikasikan

produk' Atas kata yang bersifat generic ini, sama sekali tidak pernah bisa

dibangun daya pembedq sehingga tidak layak untuk dijadikan merek. r07

Berdasarkan penelitian dokumen yang ad4 maka potensi kreasi intelektual

yang dapat didaftar sebagai merek adalah:

'o'Rahmi Jened III, Op.CtL,h.l66.



^. Logo Timbangan dan kata Pegadaian wafna etiket merek hijau dan

hitam (sudah dimohonkan pendaftaran dan sedang datam proses

pendaftaran untuk jenis kelas jasa nomor 36 yang meliputi: "Jasa

penyaluran uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dan fidusia" No.

Agenda J002007015564 tarygal penerimaan pendaftaran 2l Mei

2007);toB

b. Logo Timbangan dan kata Pegadaian Syariah warna etiket merek

hijau dan hitam (sudah dimohonkan pendaftaran dan sedang dalam

proses pendaftaran untuk jenis kelas jasa nomor 36 yang meliputi:

"Jasa penyaluran uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dan

fidusia" No. Agenda J002007015565 tanggal penerimaan pendaftaran

2l Mei2007);tE

c. Narna perusahaan dengan Logo Timbangan dan kata Pegadaian warna

etiket merek hijau dan hitam untuk kelas jasa nomor 42;

d. Kata PEGADAIAN tanpa logo (sudah dimohonkan pendaftaran dan

sedang dalam proses pendaftaran untuk jenis kelas jasa nomor 36 yang

meliputi: "Jasa pelayanan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai

dan fidusia" No. Agenda J002009002713 tanggal penerimaan

pendaftaran 29 Januari 2009);tto

'0t Rahmi Jened I, LoaCit- Peneliti selanjutnya merekomenrlasi pendaftaran Kata
Pegadaian (tanpa logo) dan Kata Pegadaian Syariah (tanpa logo).

t@ rbtd.

tto lbid

7l
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e. Kata PEGADAIAN SYARIAH tanpa logo (sudah dimohonkan

pendaftaran dan sedang dalam proses pendaftaran untuk jenis kelas

jasa nomor 36 yang meliputi: "Jasa pelayanan uang pinjaman

berdasarkan hukum gadai dan fidusia" No. Agenda J00200900002712

tanggal penerimaan pendaftaran 29 Jarnari 2009);rrr

f. Semua nama produk Perurn Pegadaian yang meliputi: Kredit Gadai

Cepat Aman (KCA); Kredit Serba Gtrna (KRESNA); Kredit Angsuran

Sistem Fidusia (KREASI); Kredit Angsuran Sistem Gadai

(KRASIDA): Kredit Usaha Rumatr Tangga (KRISTA); Gadai Syariah

GArnD dan Kredit Ar Rahn untuk Usaha Mikro (ARRUM); Kredit

Perumatran Swadaya (KREMADA); Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG);

Gadai Efek (INVESTA); MULIA; Kiriman uang cara Instant, cepat

dan Aman (KUCICA);

Argumentasi perlunya didaftarkan merek berupa kata "pEGAD[f.,r\11';:

tanpa logo dan "PEGADAIAN SYARIAH" tanpa logo, mengrngat dalam banyak

kasus, justru kata PEGADAIAN dan PEGADAIAN SYARIAH adalah kata yang

sangat krusial dan sangat potensial untuk digunakan oleh kompetitor Perum

Pegadaian. Penggunaan. oleh kompetitor tersebut tentu saja dengan logo yang

bervariasi tergantung keinginan mereka, seperti kasus Perum Pegadaian dengan

Bank Mega.rr2Apabila Perum Pegadaian tidak memiliki hak Merek untuk Kata

Pegadaian dan Pegadaian Syariah, maka perbuatan kompetitor yang menggunakan

ttt rbld.

ttz lbrd.
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kata PEGADALAN dengan logo yang berbeda tersebu! tidak dapat diantisipasi

dengan senifikat merek yang memberikan perlindungan bagr Perum Pegadaian

hanya unfuk merek berupa "logo timbangan dan kata Pegadaian" atalu "logo

timbangan dengan kata Pegadaian Syariah".

Pendaftaran tersebut di atas menjadi penting, terlebih jika penggunaan kata

Pegadaian tersebut didasarkan pada dalih atau argumentasi bahwa kata Pegadaian

adalah kata-kata umum (vide Pasal5 huruf c dan d UIJ No. l5l2001), sehingga

tidak dapat dimonopoli oleh Perum Pcgadaian.rl3 Hal ini sebagaimana yang

didalilkan oleh pihak lawan Perum Pegarlaial yakni Koperasi di Ujung Pandang.

Unh:k itu perlu dicermati argumentasi saksi ahli yang diajukan oleh perum

Pegadaian dalam persidangan di Pengadilan Niaga/ Negeri Makasar adalah

sebagai berikut: lla

PEGADAIAN menyimpang dari atqran tata batrasa (grammar)
yang benar yakni semestinya jika dari kata dasar ..gadai,, diberi
imbuhan " pe" dan "an" menjadi "Penggadaian,,, namun istilah
Pegadaian telah dipakai sejak tah,un 1969 yakni sebagai ganti
istilatr Pandhuizen y^ng berarti nrmatr gadai.Istilah PEGADAIAN
terus dipakai berdasarkan PP No. 711969 sebagai perjan
PEGADAIAN sebagaimana diubatr dengan pp No. 10/1990 dan pp
No.l3l1998 jo. PPNo. 103D000 sebagai perum PEGADAIAN.
Jadi, kata PEGADAIAN sebagai distinctive characters- Tambahan
pula kata PEGADAIAN bukan kata-kata umum sebagai suatu kata

tetapi kata vang Yff' ;!;:'{*;xt rxn;:;!;
unnrk membangun persepsi konsumen

Ir3 Rahmi Jened fV, LoeClt

,,4 rbld,
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Selanjutnya UU No. l5l200l Pasal 6 mengatur alasan relatif (relative

ground) sebagai persyaratan materiil pendaftaran merek di Indonesia sebagai

berikut:

(l) Perrnohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
merek tersebut :

a. Mempunyai perszrmzum pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah
terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang
sejenis.

b. Mempunyai persamEum pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik
pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

c. Mempunyai persamazrn pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah
dikenal.

(2) Ketentuan sebagainrana dimaksud dalam ayat (tr) huruf b dapat
pula diberlakukan terhadap barang atau ja-ca yang tidak sejenis
sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pemohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila merek
tersebut :

a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau narna
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan
tertulis dari yang berhak;

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,
baderq lambang atau simbol atzu emblem negara atau lembaga
nasional maupun intemasional, kecuali atas persetujuan tertulis
dari pihak yang berweoang;

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel
resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah,
kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Setiap hak yang telah ada lebih datrulu menjadi alasan relatif (relative

gro.und) untuk penolakan pendaftaran merek. Hal ini mengingat tidak ada satupun

orang selain pemegang hak yang telatr terdaftar lebih dulu tersebu! bahkan tidak

juga Kantor Merek, yang dapat membatalkan pendaftaran merek yang memiliki

persam&m pada pokoknya atau persam&m secara keseluruhan dengan mereknya.
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Berdasarkan teori hukum merek, alasan relative (relative ground) im

mencakup:ll5

a. Merek identik atau memiliki persamaan secara keseluruhan dan
produk identik (sejenis) (double identity);

b. Merek memiliki pers,rmaan pada pokoknya dengan resiko
membingungkan (a likelihood of confuston);

c. Merek melanggar reputasi merek lan (dilution);
d. Tanda digunakan dalam perdagangan lebih dad sekedar

penggnnaan lokal yang signifftan( mere local stgnificance
use).

Pasal 6 Ayat (l) huruf a UU No.l5l2001 mengatur 2 (dv) hal secara

langsung yakni terkait dengan teoi double identity dan teori tentang a likelihood

of confuston. Tidak ada penjelasan mengenai arti dari istilatr "persamaan secara

keseluruhan". Menurut M. Yahya Harahapll6 batrwa: "Persamaan pada

keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen... Persamaan yang demikian sesuai

dengan doktrin entires similar atau sama keselwuhan elemen". Dengan kata lain,

merek yang dimintakan pendaftarannya merupakan copy atau reprodtrksi merek

orang lain.

Merek dapat disebut copy atau reproduksi merek orang lain, jika

mengandung persarnium secara keseluruhan paling tidak harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikuc !17

rr5 Eric Gastinel dan Mark Milfor4 Op.Cil., h. 172-175 serta Bomhard, Verena V.,
"European Trademark Law", Batran Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerjasama Masyarakat
Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan tntelektual (European Cornmunity and ASEAN
Intellectual Property Rights Ceoperation Programme - ECAP II), European Patent Office (EpO)
bekerjasama dengan Max Planck lnstifirte, Munchen, Jerman, Nopember 2004, h. 14-17. Bisa
juga dirujuk pada Ratrmi jened [, Op.Ctt,h. 179.

116 M. Yahya Harahap, TlnJauan Merek Secaro llmam don Huhum Merek di fndonata
Berdasarkan UU No. 19/ 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, h. 4147 Bisa juga dibaca
pada Insan Budi Maulan4 Perlhdangan Merek Dorl Masa Kemoso, Cita Aditya Bhakti,
Bandung h. 105.

tlT rbld
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a Terdapat persamaan elemen secara keselurutran

b. Persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa.

c. percutm,um wilayah dan segmen pasar

d. persam&rn pelaku pemakaian dan

e. persamaancaraperneliharaan.

Mentrrut Ruth Annand dan Helen Norman:tIt " 
"r,rn 

the smallest dffirence

in the mark will lead to their being considered not identical". ladi, meski hanya

ada sedikit perbedaan dalam merek, hal ini akan membuat merek tersebut bukan

identik atau tidak memiliki persama n secara keseluruhan Suaru merek berupa

kata adalatr identik atau memiliki persamaan secara keselunrharu hanya jika

merek tersebut dituliskan dengan cara yang sama. Merek berupa kata tidak akan

pernatr identik untuk elemen figuratif, meski jika identitas secara lengkap dari

elemen katanya sztrrr& Secara sederhana kriteria persamaan secara keseluruhan

(identical marks) ada" jika tanda memiliki persamaan secara keseluruhan dengan

merek dan diterapkan untuk produk sejenis (identical marks and identical

products- double identity), sehingga perbuatannya dapat dikatakan pemalsuan

(counterJeiting).1re

Penjelasan Pa-sal 6 UU No.l512001 juga menenhrkan bahwa "persamaan

pada pokoknya" adalah.kemiripan yang disebabkan oleh adanya nnsur-unsur yang

menonjol antara merek yang satu dan merek yatrg lain, yang dapat menimbulkan

kesan adanya persamuurn, baik mengenai bentuk, cara penempatan, carapenulisan

atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persam&n bunyt ucapan yang terdapat

dalam merek tersebut". Persamaan pada pokoktya (similar) dianggap terwujud,

t8 Erick Gssner, Op.Clt., h. 175-178. Bisa dirujuk pada Paul R Paradise Trodenork,
Counlerfeltlng, Pmducl Plraqt, and the Bllllon DoWor Thrcat lo the US. Econontt,, Quorum
Boolg tondon, 1999, h. 4l-53.

tp Robert Braunois, op,Cl$, 23-27.
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apabila merek hampir mirip (nearly resembles) dengan merek orang lain' yang

didasarkan antara lain adanya: l2o

a. Kerniripan penampilan, misalnya dari sisi gambar, peoemnn

hunrfiya datlun-lain, Jaram v. Jaga (produk rokok);
b. Kemiripan bunyi, misalnya, ,$glonpas v. Sanoplas Rechtbank

Den Haag 8 Desember 1958;'''
c. Kemiripan arti, misalnyg Cap Mangkok Merah v. Juanlo

(bahasa Korea artinya Mangkok) Putusan.Ivlalrkamah Agung
No. 352l Sip/ 1975 tanggal 2 Januari 1982.'"

Kriteria pelanggaran merek adalah jika ada p€rsamaan pada pokoknya atau

persamaan secara keseluruhan dengan merck yang telah terdaftar terlebih dahulu.

Oleh karena itu, Perum Pegadaian perlu mengambil posisi sebagai merek yang

telah terdaftar terlebih dahulu, sewar first tofile system yang dianut dalam hukum

merek Indonesia.

Selain itu juga persamaan pada pokoknya atau persamaal secara

keseluruhan juga akan dibandingkan dengan merek terkenal (wellmown

rrademark). Kriteria m6rek terkenal, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6

UU No.15/2001, adalah sebagai berikut:

Penolakan permohonan mere,k yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang
dan/atau jasa yang sejenis dilalcukan dengan memperhatikan
pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang
usaha yang bersangkutan- pi semFing itu, diperhatikan pula
reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang
gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia
yang dilakukan oleh pemilikny4 dan disertai bukti pendaftaran

merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum
dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan Iembaga
yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh
kesimpulan menggnai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi
dasar penolakan.

r2o Rahmi Jened VI, Loc ctt .

r2r Sudargo Gautama, op. Clt.,h. 13.

,r, Ibld
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Terkait dengan merek terkenal, maka promosi merupakan safilna paling

efektif untuk membangun reputasi (image'). Dalam hal Perum Pegadaian

bermaksud mengklaim bahwa PEGADAIAN sebagai merek terkenal, maka harus

didukung dengan berbagai bukti, antara lain, 123 pendapat dari nasabah atau

konsumen potensial sebagai lhe relevant sector of the public;t2a atau jaringan

distribusi dan lingkungan bisnis pembiayaan pada urnumnya dan perusahaan gadai

secara khusus. Selain itui faktor jangka waktrf lingkup dan wilayatr penggunaan

merek, p6il, tingkat daya pembeda, kualitas terkait dengan reputasi (image),

rekor perlindungan yang berhasil diraih, hasil ligitasi, pahrt diperhitungkan dalam

penentuan terkenal atau tidaknya merck tersebut, termasuk juga intensitas

pendaftaran merek lain yang mirip dengan merek yang bersangkutan.

Di samping ihr, pembtilrtian rnelalui besarnya nilai investasi untuk

kegiatan promosi harus secara signifikan menunjukkan reputasi Perum Pegadaian.

Tanrbatran pula berbagai penghargaan yang diterima perusahaan perlu

dipublikasikan dan menjadi rekam jejak (track record) Perum Pegadaian, seperti

penghargaan yang diterima pada: 125

a. Tahun 2002 dali Majalah lnvestor sebagai Perusahaan Jasa

Pembiayaan terbaik untuk BUMN dengan Asset Rp 1-10

Trilyun;
b. Tahun 2002 dat'. Komite Nasional Kebijakan Governance

sebagai Juara Pertama Annual Report Award untuk Katagoi
Perusahaan Non - Listtng;

c. Tahun 2003 dari Kementrian Negara BUMN sebagai BUMN
danCEO Award Dengan Meraih Predikat 20 BUMN Terbaik;

tu rbld.,h. loo.

t2a Merek Terkenal adalatr menurut sector masyarakat yang relevan dengan produk
tersebut.

. rr Perum Pegadaian l, Op.ClL, h. 38-39.
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d. Tahun 2004 dari Majalah lnvestor sebagai Perusahaan Jasa

Pembiayaan terbaik untuk BUMN dengan Asset Rp l-10
Triltun;

e. Tahun 2005 dari Komite Na:ional Kebijakan Governance

sebagai Juara Pertama Annual RePort Award untuk Katagori

Penssahaan Listed,'
f. Tahun 2006 dad Business Review dengan Katagori CEO

Terbaik III;
g. Tahun 2006 dari Business Review dot Kementrian Negara

BUMN sebagai BUMN Terbaik I Katagori Pemasaran dan

CEO BUMN Terfavorit atas nama Deddy Kusdedy;

h. Tahun 2006 &nri Business Review dart Kementrian Negara

BUMN sebagai Perusahaan BUMN Terbaik Sektor Bank dan

Keuangan;
i. Tahun)008 dari Business Review sebagai Perusahaan Sektor

Keuangan Terbaik;
j. Tahun 2008 dat', Business Review sebagai CEO Terbaik

(frnalis);
f ianun 2008 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

berdasarkan Sun'ey pada tahun 2008 sebagai Perusahaan

Peringkat I Instansi yang Memberikan llanfaat Terbaik;

l. Tahun 2008 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

bahwa Obligasi yang diterbitkan Perum Pegadaian mendapat

Peringkat AA+ (s table outlook).

' rz. Tahun 2009 dari Business Review sebagai The Best CEO on

Survival Management;
n. Tahun 2009 dari Business Review sebagai BUMN Terbaik

Katagori Bidang Keuangan Sektor Pembiayaan dan Keuangan

Lainnya;
o. Tahnn 2009 dari Pcfindo menerima Peflndo Award Peingkat

IIIKatagoriBUMN Listed;
p. Tahun 2010 dari Pefindo menerima Pefindo Award The Best

C onventional Bond Is suer.

Satu hal yang perlu dipikirkarl bahwa meskipun mungkin potensi

pendaftaran merek Pegadaian di beberapa Negara tidak begitu signifikan, namun

untuk membangun reputasi, Perum Pegadaian seyogianya tetap melakukan.

promgsi melalui media yang memiliki sirkulasi di beberapa Negara di luar teritori

lndonesia.
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Apabila Perum Pegadaian sudah mencapai level merek terkenal, maka

berlalru perlindlngan atas reputasi ini terkait dengan Doctrtn Dilution yang

secara konseptual berasal dai Inggris (tradisi common Low)'r26 Konsep ini

diperkenalkan pertama kali di Amerika pada tahun 1920 melalui kesaksian secara

tertulis dan tersumpah dari Frank Schechter.l2T 91; Anti Dilution Federal baru

terbentuk pada tatrun 1996 menenhrkan bahwa Dilution adalah:I28

a weakening or reduction in the ability of a mark to clearly and

unmistakabTy distinguish one sourcc can occur in two dffirent
dimensions : bluring ond tarnishment ;

thelesseninSofthecapacityofafamousmarktoidentifyand
distinguish 

-goods and services regardless of competition or

lilrelihood of confusion '

Dilutiorr adatah suatu pelemahan atau pengurangan kemampuan suatu Merek

untuk secara jelas dan tanpa kesala]ran membedakan safu sumber dengan sumber

yang lain, yang dapat terjadi dalam dua dimensi yang berbeda yakni pengaburan

(bluring)\2e dan pemudaran (tarnishmenytso- Contoh dilution dalam bentuk

126 Thomas Mc. Carthy, Trademark cnd (Infair Compelilion, 4ed., West Group, US,

2000,h.20.20.1.

rn rbld.
r2t Rahmi Jened tII, OP-Cil-, tL 185-

,D Dilutionmelalui tipe pengaburan (bturing) adalah cara klasik atau tradisional :as ewisioned by

its originat proponents. custonbrs or prospectiw cl,tstorners will see the plaintifs mark ased by others

prrroi a ia"nAyy other sowceson a plethora oJ'dtferent gods and semice' The unique and dislinctive

stgniftcance of tle cradenark to idenlify and distingaish ore soarce may be deluted and weabned ' but no

confusion as to source , sponsorshP, alfiliation or connection has occurred (sebagai kecemburuan oleh

pendr{ang asli. Konsumcn atau prospekif konsumen akan mclihat Merek Penggugat digunakan oleh orang

lain untuk mengidentifikasikan sumber lain suatu b

dan pcmbcda pcnting dari Menek unnric menunjukan

atau melcrnah, tetapi tidak ada kebingurigan mcngen

tarjadli).IhA

tto Dilutlon melalui tipe pemudaran (tarnistrmen0 adalatr: "the efect of the &fedant's

unauthorized use is to tarnish degmde, or dilate tlu distinctive quality of the nark(*ibat dsri peoggunasn

Merek sccara tanpa hak oleh Tergugat adalah untuk memudarkan, menurunkan, atau menipiskan kualitas

pembeda dari suatu Merck). rDrd
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pengaburan, dalam kasus Tifany suatu restaurant di Boston tidak akan

menyebabkan kebingungan bagi konsumen dengan Tiffany toko perhiasan yang

terkenal di New lor,t, narrun keunikan dan daya pembeda yang menghubungkan

kata Tiffany dengan toko perhiasan yang terkenal fashionable akan

dilernahkan.l3l Sedangkan contoh dilution melalui pemudaran adalah Merek

Cigunpkan oleh seseorang secara tanpa izin dalam konteks untuk parody yang

secara total bertentangan dengan reputasi yang dibangun oleh Merek tersebut'

Dilutionjuga berarti pelernahan kapasitas atau kemampuan suatu Merek terkenal

untuk menunjukan dan membedakan barang dan jasa tanpa memperhatikan

adanya persaingan atau kesamaan yang membingungkan. Kemudian pada tahun

1999 ada penarnbatran dilution tipe baru yakni cybersquatti'g",'12 contohnya,

pendattaran situs www.mc.donald.com oleh pihak lain secara tanpa hak'

Dalam kasus dilution sebagai perlindungan merek terkenal ada 3 (tiga)

hal yang harus ditunjukkan:l3i

^ l. Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi

(trademark is'p' ell-futown or has reputation) ;
2. l"Ierek mcrniliki perSamaan pada pokokny4 khususnya untuk

barang yang tidak sejenis (simitarity of trademark but goods

and sentices are dissimilar);
3. Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran dan

pengaburan (there ts dtlutton or tarntshment or blurring
reputation) secara tanpa hak (without due cause)'

Saat ini mengenai dilutiontelah menjadi bahan diskusi yang intensif, baik

di beberapa negara dengan tradisi hukum Common Law sebagai asal doktrin ini,

dan bahkan di negara-negara dengan tradisi Civil Lal,. Ada perbedaan dalam

t3t rbrd.

"2lbld. W. Cornish, op.cll,h.32l

133 lbld
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penyediaan pembuktian dalam hadisi keduanya. Misalnya' di Inggris dan Amerika

di mana Comon Law system dianut pembuktian lebih ditekankan pada

pembuktian langsung, seperti melatui survey. Sedangkan, di kebanyakan negara

Eropa di mana Civil Law System dianu! pembuktian adalah merryangpfi legal

term, ya?,nikemampuan untuk membangun elemen dominan dan elemen pembeda

suatu merek, contohnya, pada merek Mc. Donalds- Elemen dominan dan

pembedany a adapada kata "Mc", yang digambarkan secara khusu's dan dibangun

melalui p€nggunaan dalam jangka waktu yang lama. Terlebih lagi, hanya untuk

publikasi elemen ini saja dibutuhkan investasi yang tidak sedikit'r3a Contoh lain

adalah kasus Adidas v. Fitnessworld (C-408/01)r35 di mana Fitness+'orld

menggnnakan dua tanda dr,n parallel strip untuk produk iumper-nya' Akhirnya

ECJ memutuskan bahwa *a" sfrlp tersebut merupakan trade dress dan Afidos

dan merupakan bagian dari merek tersebut'

Lebih lanjut pasal 6 Ayat2tJU No.l5l2001 menentukan bahwa Ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap

barang atau jasa yang tida: sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu

yang. akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah @P)' Memgut

hemat peneliti, justru, perlindungan merek terkenal untuk barang sejenis

merupakan perluasan penerapan dilution. Hal ini mengingat tidak banyak

pelanggaran merek terkenal secara tanpa hak rurtuk barang sejenis yang kemudian

didaftarkan, justru yang lazimnya terjadi adalatr penggunaan merek terkenal

untuk barang melalui penggunaan langsung, tanPa disenai upayapendaftaran'

rt4 lbrd

ttt rbrd,h.19.
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Pasal 6 Ayat (3) Huruf a IJU No. 15/2001 menetapkan alasan relatif

penolakan pemrohonan pendaftaran, apabila "merek tersebut merupakan atau

menyerupai. ..nama badan hukum yang dimiliki orang lail kecuali atas

persetujuan tertulis dari yang berhak". oleh karena itu perlu didaftarkan Nama

Perusahaan Perum Pegadaian dengan "[ogo Timbangan dan kata Pegadaian"'

wams etiket merek hijau dan hitam untuk kelas jasa nomor 42. Hal ini untuk

memperkuat argumentasi penegakkan hukum dan pemulihan hak jika terjadi

pelanggaran merek. Argumentasinya bahwa Perum PEGADAIAN adalah nama

perusahaan yang berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) huruf a UU No' 15/2001 wajib

dilindturgi.l36

Reputasi tidak hanrs di peroleh melalui pendaftaraq melainkan dapat

I

diperoleh melalui actual use in placing goods or service into the marlcet

(penggunaan secara aktual dengan cara meletakan barang dan jasa di pasar)'

Selain itu pengguman (use) merupakan elemen penentu dari suatu m'erek' Merek

hanya eksis berkaitan dengan aktivitas komersial, sehingga merek harus

digunakan. Masalah ..penggunaan" ini menjadi penting, terutama dalam kasus

dimana terdapat (dua) pihak atau lebih yang memiliki merek yang memiliki

pes?rmaan secara keseluuhan (double identity) atau persamaan pada pokokny4

(sinilarily). Merek utamanya berkembang melalui penggunaan (ase) untuk

melindungi goo dwill melawaaproduk lain dari produsen pesaingnya Merek tidak

merupakan suatu kekayaan, jika tidak terkait dengan aktivitas bisnis atau

perdagangan. Perlindungan Merek justru untuk memastikan bahwa pemilik atau

pemegang hak atas merck harus menggunakan mereknya Dalam hal ini ada tipe

136 Rahmi Jen€d vI, zoccre
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penggunaan yarg dapat dikatakan memadai, contohnya, pada kasus B/ze Bell Inc'

v. Farah Manufacturing Co. 
137 Kr"us ini terkait dengan penggunaatMerek Time

out. Pada bulan lwi Bhrc BeIl melakukan kampanye pengiklanan produk dengan

memakaiMerckTimeoutdfipada5JulimenerapkanMerekTimeoutpada

produk nya yang telah jadi dan telah berme rek Mr.Hicl<s.llarnun, baru pada bulan

Agustus Blue Betl memproduksi baju baru berrnerek Time out dan pada bulan

oktober mengapalkan produknya untuk kemudian dapat didishibusikan pada

konsumen. sedangkan, Farah pada bulan Juli telah menjual 12 pasang celana

bermerek Time Out pada manajer penjualan regionalnya. Pada akhir bulan Juli

iklan produk dibuat dan bulan September pengapalan pertama pada konsumen.

Isu hukumnya: " Siapa, di antara Blue Bell dan Forah Manufacturing Co', yang

berhak atas Merek Time Oufl- Urlt]uk dapat memperoleh hak atas merek, maka

lnrius ada -open zse (penggunaan secara terbuka)" yang dibuat vntttk "the relevan

class of purchaser or prospective purchaser (kelas pembeli yang relevan atau

pembeli prospekti|", karena merek dilindungi jika ditujukan untuk

mengidentifftasi dan membedakan produk barang dan atau jasa satu produsen dari

produsen lainnya.l3s Internal ase (penggunaan intem) tidak memberikan hak

merg$ meski dengan kampenye ekstensif. Manakala barang atau jasa

menggunakan lebih dari satu mereh maka merek yang digunakan harus dengan

itikad baik dan b*,!rl,,mere use adoption a mark without bonaJide use in dttempt

to reserve a mark (sekedar mengadopsi merek, tanpa penggunaan yang dapat

dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar)"' Jika merek

digunakan oleh dua pihalq maka harus ditentukan siapa yang menggunakan merek

r'7 Robert Brauneis, IaeCla

\rt lbld
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dengan itikad batk {6ood faith) dalam pasar. Dalam hal ini, maka penggunaan

Merek Time Out oleh Farah melaTui pengapalan pertama pada bulan September

1973 nrenetapkan hak yang terlebih dahulu atas pengunaan merek Time Out. r3e

Hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran (/irst to Jile system atas,t

stelsel konsitutif), sehingga apabila permohonan mereknya telah di-gtanted,

maka Pemegang hak dalam hal ini Perum Pegadaian, memiliki hak eksklusif

untuk selama jangka waktu tertentu menggunakan (to are) sendiri mcrek tersebut,

atau memberikan izin (to license) kepada pihak lain untuk menggunakannya

(P*ri 3 UIJ No. l'l2o}l) atau bahkan mengalihkan haknya (ro assign) kepada

pihak lain (Pasal 40 UU No.l5200l).

d. Desain Industri

lndonesia mengattr Desain lndustri melalui UU No. 31/2000 yang dalam

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentul konrigurasi

atau komposisi garis atau wanu atau gabungan daripadanya yang

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan

estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua
" dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produh

barang, komoditas indusri atau kerajinan tengan.

Selanjutnya Pasal 2 dan Pasal 3 UUNo.l52001 menentukan sebagai berikut:

Pasa! 2:
Hak desain industri diberikan unhrk desain industri yang baru.
Desain industri dianggap ban:, apabila pada Tanggal Penerimaan,
desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang
telah ada sebelumnya.
Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)
adalah pengungkapan desain industri yang sebelum :

'n lbld.

Pasal I Angka I menetapkan:
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tanggal penerimaan; atau

t^EEa prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak
priorltas;-telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di
luar Indonesia.

Pasal3
Suatu desain industri tidak dianggap tetah diumumkarU apabila

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelunr Tanggal

Penerimaannya, desain industri tersebut :

a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun

internasi,onal di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau

diakui sebagai resmi; atau
. s. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka

percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau

pengenabangan.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, ada beberapa kriteria

desain industry yang menj adi scopeperlindungan yakni:lao

l. Kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau pola;

2. Tampilannya baru (new) tersebut menarik secara estetika;

3- Diterapkan pada barang yang diproduksi secara massal (mass product)-

pada desain yang dilindungi, adalatr kreasi tentang bentuk (shape), konfigurasi

(configuration), atau ornamentasi (ornamentation), atau komposisi (composition)

garis atau warna. Di Uni, Eropalal mendefinisikan desain sebagai tampilan secara

keseluruhan atau sebagian dari produk sebagai hasil dari gambarag khususnya,

garis, kontur, bentuk, tekstur dan atau materi dari produk itu sendiri dan atau

omamentasi dari produk. Desain dapat berupa obyek 3 (tiga) dimensi, contohnya

ktrrsi; atau obyek 2 (dua) dimensi, contohnya tekstil; sepanjang memenuhi

re Ralmi Jene{ "Perlindungan Hukum Desain lndustri dan Rahasia Dagan$', Seminar

HKI, IP C|inic- IIPS dan JIII, Surbay4 Mei 2000 (s:lanjutnya disebut Rahmi Jened VII), h. 3-

ral Margareth Brift dan Lee Gage, DesW Law: Protedtng and Erylollhg Right,fie
Law Society, London, 2004, h. L2-16.
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persyaratan yang ditentukan. Desain dapat berupa keseluruhan produk atau

bagian dari produk yang secara eksternal dapat dilihat ftasat mata).

Perlindungan diberikan pada tampilan desain (design features) secan

kasat mata (visual appearance) yarllg diterapkan pada suatu barang (article) dan

bukan barangnya itu sendiri.ra2 Tampilan desain yang indah tidak harus saci

noble beauty seperti pada Jine art, tetzpi secara praktis desain tersebut

memberikan pemakai atau pemiliknya dengan adanya barang tersebut dapat

menikmati hidupny4 ryemberikan perasaan senang, kesegaran, kenyamanan dan

sebagainya.

Di Indonesia disyaratkan tampilan desain harus barr (new)ta) berali

desain tersebut harus dibandingkan dengan desfi yang sudah ada. Persyaratan

bahwa desain hanrs baru (new) 'ni menggantika.l persyaratan eye-appeal yang

semula ada untuk perlindungan desain. Persyaratan baru (new) dalam hal ini

ra2 Rahmi Jened , egal Ophian olarl Penhjauon Kembali kosus Garadd v. Honda
(selaniutnya disebut Rahmi jened IX).

rar Berbe& dengan persyamtan asli (original) yang juga ditetapkan sebagai pilihan ahrr:n
TNPs bagi egara anggot& Tampilan Desain hams asli (originat) berarti Desain tersebut tida.k

pasran (common ploce). Apabila rneminjam istilah keaslian fteaslian) pada Hak Cipta, maka

sudah cukup Desain dari derajat keativitas mandiri Pendesain dan tidak s€mata-mata meniru

Desain yang sudah ada. Oleh karenarya Di Uni Eropa disyaratkan Desain nemiliki karakter

individual (indivldual choructer). Desain dianggap mcmiliki loral1er invidual, jilo kesan secara

keseluruhan (werall impression) dibuat bagi pengguna atau konsumen yang diurjq bededa dari
kesan keselunrhan dari setiap Desain yang telah t€Bedia dalam masyarakat dan ada derajat
kebebasan bagi Pendesain untuk mengembangkan keasi Desainnya. Kesan secara keseluruhan
dari Desain harus ditangkap oleh pengguna yang dihformasikan (informed user) bahwa Desailr

tersebut berbeda dari Desain yang telah tersedia sebelumnya- Kebebasan individu dari Pendesain

harus diperhitungkan dalam menilai suatu Desain dari sudut karakter ndividu (individaal
character). Dalam hal ini diterapkatr test "dCjd wt", seperti pemsaan dari dapat dilihatnya produk
dari sudut manapun. Namun tidak ada pedoman yang diberikan urtuk pengertian 'lz/arrz ed usei' ,

walaupun mungkin saja hat ini hans seseorang yang memiliki keahlian tertentu (the person
skilled in the art) dalam bidang Desain. Banyak pihak yang menyaranl€n bahwa lniteria ini
mengacu pada seseorang yang sehari-harinya bergumul dcngan produk yang terkait dengan f)esain
tersebut, sehingga memiliki kemampuan untuk menilai unsur keaslian (originality) dan karalter
ndividual (individual chorocler) ini.



88

berarti desain belum diketahui atau digunakan sebelwnnya (not been btown or

used before) dalam j*rgka waktu 6 (enam) bulan sebelum filing date dari

pendaftaran desain. Namun demikian tidak ada kejelasan seberapa besar

perbedaannya dengan prior art. Dalam praktek, lazimnya bahwa desain

mernenuhi persyaratan "something more" yang bersifat "spectal, noticeable,

captures and appeal to the eye, bold, different".t// Suatu desain dianggap baru

(new), jika tidak ada desain yang sama yang telah dibuat dan tersedia dalam

masyarakat Qtrior art). Desain harus dianggap tersedia dalam masyarakat, jika

desain telah diumumkan, atau dipamerkan, atau digunakan dalam perdagangan

atau pengungkapan lain, kecuali kejadian pengungkapan tersebut tidak dapat

secara layak dianggap dikenal dalam cara bisnis norrral, sebelum tanggal

pendaftaran (filing date) atau tanggal prioritas. Selain itu tidak dianggap adanya

pengungkapan yang dapat menggugurkan syarat kebaruan (new) dari desain yang

didafterkan, jika pengungkapan desain dilakukan oleh pihak ketiga dengan itikad

buruk dan memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia.

Kreasi intelektual Perum Pegadaian yang memiliki potensi untuk

didaftarkan sebagai desain industri adalah:

a. Bentuk kantong penyirnpanan emas;

b. Kunci mata itik (matris) yang berfrrngsi sebagai segel kantong

penylmpanan emas;

c. Desain perhiasan hasil kreasi Perum Pegadaian, termasuk

baru dari leburan emas bekas.

rs Rahmi Jened VIII, Loc.ClL
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Mengingat perolehan hak desain industri berdasarkan first to file system,

maka seyogianya kreasi tersebut didaftarkan sebagai desain industri agar

rnemperoteh Betlindungan yang efektif selarua 10 (sgptiluh)' Fqwn Pegadaian

menjadi pemegang hak desain industri atas l<reasi desain industi yang dihasilkan

dalam rangka hubungan ketjq kecuali dile4*3i1an lain @asal 7 UU No'

3llZOOO). perum Pegadaian sebagai pernegang hak desain industri memiliki hak

ekslusif untuk melaksanakan (to execute) sendiri hak desain industrinya" atau

memberi izin (to. ltcense) pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 9 uU No'

3ltzooo), atau batrkan untuk mengalihkan haknya (to assign) kepada pihak lain

@asal 31 UU No. 3ll2000).

e. Rahasia Dagang

perlindungan rahasia dagang yang diatur dalam TP.IPs dikaitkan dengan

perlindnhgan secara efektif untuk menangkal unfair competition-ras Rahasia

dagang diatur dalam UU No. 30/2000 yang dalam Pasal I Angk-a I juncto

Pasal 3 Ayat (1) menentukan bahwa:

Ratrasia dagang adalatr informasi yang tidak diketatrui oleh umum di

bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai-ekonomi karena

bergrria dalarn- kegiatan usah4 dan dijaga kerahasiaannya oleh

pemilik ratrasia dagang.

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut

bersifat .*^iu, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga

keralrasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

ta5 unfair competition diatur'dalam Pasal l0 bis Paris Cowedionfor the Protection of
induslrial Property iign* yang menetapkan larangan: (a). setiap tindakan yang- dapat

menimbulkan 
't"Uinepnian 

Gorfusnd dengan cara apaprm tentang barang atau aktivitas
yang salah (false allegation) untuk mendeskreditkan
komersial dan industri pesaing/competitor; (c).

menyesatkan (mislead) masyarakat tentang proses

manufaldur, karakter, tujuan, penggunaan atau kuantiAs barang-barang. Rahmi, J9ne4 '
perlindungan Trade Secret Dalam rangka Penettrjuan TRIPS", Yurldlkt Yo.l4 No. I Juraai-
Februarl 1999 (selanjutnya disebut Rahmi Jened X), h.l7-
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Perlindungan rahasia dagang diberikan tanpa suatu prosedur

pendaftaran dan berlangsung selama informasi tersebut dapat dijaga

kerahasiaarmya (as long as it is possible to maintoin the secrecy)' DatafiI

pasal 1 Angka 2llu No. 30/2000 dinyatakan bahwa: "Hak rahasia dagang adalah

hak atas rarrasia dagang timbul berdasarkan Undang-trndang ini". Berdasarkan

ketentuan tersebut bahwa perolehan hak rahasia dagn'gbersifat otomatis'

Berdasarkan ketentuan tersebut ada kriteri a agar suatu informasi dapat

dilindungi sebagai Rahasia Dagang yakni:la6

l. AdanYa informasi ;

2- Informasi tersebut merniliki nilai kcmersial karena

kerahasiaannya;

3. Tetah diambil langkah-langkah yang cukup oleh pihak

yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi untuk

menjaga kerahasiannYa

Selanjutnya Pasal I Angka 1 UU No. 3012000 menetapkan bahwa:

"Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketatrui oleh umum di bidang

teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam

kegiatan usah4 dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang"' Pasal 2

menetapkan: "Lingkup perlindungan ratrasia dagang yang meliputi metode

produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang

teknologi dan/atar bisnis yang memitiki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh

masyarakat umum".

'f.nu
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Pengertian rahasia dagang yang diberikan oleh Henry Campbell Black

dalam Black's Law Dicttonary sebagai berikut :ra7

A 'Trade Secret' as protected from misapproplialion, may

consists of any formula, Pattern, device of compilation o/
informatton, which is used in one's business, and which gives

person an oPPortunity lo obtain an advontage over competitors
-who 

do ,oi kro* or use it... or... A plan or process, tool,

mechamism, or compound known only to its owner and those of
his employees to whom, it is necessary lo confide i1... lonwn only
certain individuals... having a commercial value.

Menurut Earl W. Kirtnert4s bahwa informasi yang dilindungi rahasia dagang

mencakup informasi bisnis atau informasi teknologi yang dapat berupa rumus-

rumus kimia (cft emical formula), proses industri (industial process), 'lcnow-how',

infonnasi harya (pricing information), barang atau produk yang dihasilkan

Qroducts), daftar konsumen dan informasinya (customer list and information),

bahan pasokan (sources of supply) serta metode penjualan dan infomrasi bisnis

(merchandising mcthods and business information).

Berdasarkan hasil penelitian, potensi kreasi intelektual Perum Pegadaian

yang dapat dilindungi dengan Rahasia Dagang antara lain:

u. P"flr, n""ubah Perum Pegadaian;

b. Informasi harga, termasuk rurnus-rumus perhitungan;

c. Formula kimia;

d. Metode penjualan;

ta? Henry CampbellBlack Blac*'s La)e Dlcltonary, West Publishing St. Paul Miru,
1997,h. 1994.

'* Earl W. Kintmer dan Jack lahr, op.cll, b.136-149. Dapst juga dirujuk pada Rahmi
Jened IX, Op.ClL,h.l 6-l E.
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e. Metode bisnis (bustness methc.,d), termasuk semln metode daf, lotow'

how yangditransfer bagi para Penaksir dan pegawai Perum Pegadaian,

Daftar konsumen Perum Pegadaian seharusnya merupakan informasi yang

dirahasiakan. Hal ini mengingat bahwa core business Perum Pegadaian

melibatkan kalangan menengah ke bawah yang merupakan pangsa pasar yang

signifikan. Semua yang menyangkut data konsumen harus drjaga secara ketat dan

seharusnya tidak boleh diakses oleh sembarang orang, apalagr kompetitor Perum

Pegadaian yang melaksanakan bisnis yang sama'

Informasi h*ga termasuk rumus-rumus perhitungan hutang pokok, nilai

jaminarU bunga, perhitungan pelunasan dan lain-lain merupakan obyek rahasia

dugTg. Meskipun lral tersebut tertulis dengan gamblang dalam SOP, seyogianya

SOP hanya bisa diakses oleh karyawan yang diberi otoritas untuk itu-

Semua metode, analisis kimia, lonw-how, dan formula yang menjadi

keatrlian pegawai dalam menaksir dan menilai batu permata dan emas, terrnasuk

tekni-k cara pengujian, baik memakai batu gosok atau air uji HNO3 dan HCL

dan (berikut ukgran perbandingannya), penggunaan kemiri, menilai taksimn

(cutting, clarity, colour dancarat) batu perrrata dan penggunaan timbangan analis

dan jarum uji merupakan obyek rahasia dagang. Selanjutrya pengetahuan, btow-

how dat pengalaman Perum Pegadaian dalam menghadapi nasabah, sehingga

menghasilkan berbagai produk yang inovatif, termasuk kemampuan pegawai

(setara dengan broker) dalam bertransaksi dengan nasabah untuk produk gadai

satram merupakan ratrasia dagang. Tidak dapat diragukan bahwa ada potensi

pengungkapan, baik secara sadar atau tidak sadar rahasia dagang tersebut kepada

pihak lain secara tanpa izin Perum Pegadaian. Padahal ratrasia dagang tersebut
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hanya bisa diungkap untuk tujuan yang terbatas dan khusus (special purposes).

Suatu ilustrasi, Perum Pegadaian telah melalcukan kontrak kerjasama dengan PT

Telekom Indonesia dengan investasi yang begitu besar Rp 7 Milyar untuk

membangun Sofiware Aplikasi Inti. Dalam hal ini harus dipaharrri bahwa semur

informasi yang dikemukakan Perum Pegadaian kepada PT Telekom Indonesia

untuk keberhasilan pembuatan Software Aplikasi tnti adalah rahasia dagang.

Perlindungan informasi sebagai rahasia dagang walaupun tidak

mensyaratkan 'sesuatu' yang urrik dan baru (novel) seperti persyaratan Paten,

namun dibutuhkan unsur keaslian (originality) yang membedakannya dari

pengetahuan sehari-hari. Persyaratan ini berkaitan dengan tradisi Civil Law

System yang mencirikan filosofis Frederich Hegel tentang personal

creation.t49

Informasi memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya. Informasi

dianggap memiliki nilai komersial, apabila sifat keratrasiaan informasi tersebut

dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial

atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi (Pasal 3 Ayat (2) UU No.

30/2000). Informasi harus memiiiki sifat kerahasiaan yang bersifat relatif,

yang dalam banyak hal bersifat kasuistis. Mungkin saja suatu informasi telah

diketahui oleh pihak lain, bahkan sejumlah orang tertentu, namun hal itu

tidak menghilangkan kerahasiaan (secrecy), asalkan dari informasi tersebut

masih dapat memberikan nilai komersial. Sifat relative dari kerahasiaan juga

dengan melihat tingkat kesulitan untuk memperoleh informasi tersebut. Tidak

ada secrecy untuk informasi yang telah menjadi pengetahuan umum (public

rae R"hmi Jened III. op. Clt.,h.2lg.

I
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knowledge) atau milik umun (public domain).t5o Na*un kumpulan baru. dari

rrnsur-unsur yang telah menjadi pengetahuan umum mungkin menjadi

informasi yang mengandung secrecy, misalnya, seseorang menyusun

customer /is/ berikut kebutuhannya berdasarkan buku telephone.

Kerahasiaan bersifat relatif (relative secrecy) dapat dilihat dalam

kasus Terapin v. Builder's Supply Co. (Havs) Ltd.tsr Kasus ini terkait dengan

Builder yang awalnya selaku pemasok kayu pada Terapin yang merupakan

kontraktor rumah kayu siste m brcckdown, kemudian berkembang menjadi

pesaing Terapin. Terapin menggugat Builder Supply berdasarkan

pelanggaran keperc ayaan (breach of fiduciary obligation) dan pelanggaran

kerahasiaan (breach of confidentiality). Builder's Supply rnengajukan

argumentasi bahwa informasi tentang rumah bisa dilihat dan dibaca pada

brosur yang disebarkan Teraptn untuk konsumennya. Hakim Roxbourgh

daldin putusannya mengetengahkan springb o ard doct tne dengan pernyataannya

bahwa:ls2

.-.a person who has obtained information in con/idence is not
allowed to use it as a spring-board for activities detrimental to
the person who made the confidential communication, and
springboard it rematns even when all the features have been
published or can be as certoined by actual tnspection by any
member of the public...

tto Philip Griffith Griffith, Philip, "Trade Secret'', Bahan Ajar Training of Trainers of
Intellectual Property RiChts (ToT of IPR), University of Technology Sydney (UTS), Sydney,
September - Desember 1997, h. 5-6. Bisa juga dirujuk pada Earl W. Kintner dan Jack Lahr,
Op.ClL,h. 151-154.

"' Ibld.,h. 6-7 Bandingkan Jill Mc Keough, op. Cit., h. 82-83.

"'Ibtd.
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Berdasarkan kasus tersebut, meskipun gambaran secara aktual dapat dilihat

dalam brosur, tetapi tidak'mengurangi nilai komersial informasi. Publikasi'

secaib luas tidak fatal, asalkan masih ada secrecy yallrg tertinggal yang

memiliki nilai komersial. Kasus ini juga mengetengahkan bahwa seseorang

yang mempelajari informasi pada saat terikat kewajiban untuk menyimpan

rahasia tidak boleh menggunakannya sebagai papan loncat untuk keuntungan

dirinya. Orang tersebut tetap dibebani kewajiban menyimpan rahasia dan

kerahasiaan dianggap tems berlangsmB, meskipun informasi tersebut telah

tersedia untuk umum. Kemungkinan untuk dilakukan reverse engineering

(rekayasa ulang) tidak menjadikannya. menjadi informasi umum, tetapi

tergantung pada tingkat kesulitan untuk memperoleh informasi itu.l53

Pada prinsipnya sifat kerahasiaan (secrecy) dapat dipenuhi apabila

perolehan dan penggunzurn informasi sangat sulit dilakukan dengan cara-cara

yang layak. [nformasi dianggap dijaga kerahasiaannya" apabila pemilik atau para

pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak Can patut

untuk menjaga kerahasiaan. Beberapa cara untuk membuktikan adanya upaya

yang cukup adalah membuat komunikasi secara tegas, membuat catatan,

membuat peringatan, membuat perjanjian ataupun menerapkan berbagai

macam sanksi yang dapat diupayakan.ls4 Informasi diterima dalam suatu

komunikasi yang secara tegas membebankan kewajiban menyimpan rahasia.

Dalam hal ini pihak penerima informasi terikat kewajiban untuk menjaga

t5'rbld.

r5a Rahmi Jened III, Op.Ctt,h.22l.
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kerahasiaan, sementara pemberi informasi tidak boleh memberitahukan

infonnasi yang sama kepada pihak lain.l55

Informasi diterima dalam suatu hubungan yang mensiratkan kewajiban

untuk menyimpan kerahasiaan. Beberapa hubungan menimbulkan kewajiban

untuk menyimpan kerahasiaan informasi yang dipelajari selama hubungan itu

berlangsung, seperti hubungan dokter dan pasien, pengacara dan klien,

pegawai dan majikan dan lainnya. Dalam hal ini, pihak penerima informasi

harus mengerti bahwa perolehan informasi tersebut untuk tujuan terbatas,

misalnya dalam konteks etik profesional.l56

Informasi diperoleh tanpa adanya kesepakatan pihak yang secara

hukum memiiiki kontrol atas informasi, seperti perolehan informasi melalui

kegiatan mata-mata industri, pembajakan data komputer, pencurian intbrmasi

ataupun pengambilalihan informasi secara tidak disengaja. Meski doktrin

breach of confidence agak sulit menetapkan tanggunggugat, namun ada suatu

pandangan bahwa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tetap ada dan

dibebankan pada orang yang memperoleh informasi tanpa kesepakatan

pemilik atau pihak yang secara hukum memiliki kontrol terhadap informasi

tersebut.lsT

Dalam kasus dimana informasi telah disalahgunakan tanpa persetujuan

pihak yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi, maka setiap

penggunaan atau pengungkapan informasi akan dianggap sebagai tanpa

r55 Philip crifErh, op.ctt,h. 6-9.

r'6 lbtd. 
,

"'Ibrd.
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wewenang. Lagipula, meski telah memperoleh persetujuan, namun hal itupun

harus dianggap hanya layak digunakan atau diungkapkan kepada orang-orang

yang berkepentingan dan tidak bebas untuk setiap orang. Hal ini berarti

bahwa informasi hanya boleh digunakan dan diungkapkan untuk tujuan yang

terbatas (limited purpose).tsE Dengan demikian, kerahasiaan hanya untuk

tujuan yang terbatas, sehingga penggunaan atau pengungkapan untuk tujuan

di luar tujuannya yang terbatas itu akan dianggap sebagai breach oJ

conlidence.tse

' Banyak kasus yang terjadi, dimana penggunaan informasi secara

menyimpang tidak berasal dari pihak kedua yang memperoleh informasi

tersebut dari pihak yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi,

tetapi dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pengadilan menekankan

bahwa pihak ketiga meski tidak bersalah pada saat menerima informasi, tetap

memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia seketika mereka diberitahu

adanya pelanggaran kerahasiaor.'@ Hal terpenting dalam menegakkan hak

rahasia dagang adalah hanrs ditunjukkan upaya yang cukup untuk menjagp

kerahasiaan. Upaya tersebut dapat ditempuh selain melalui perjanjian kerja yang

bersifat konve,nsional, juga dengan mengikat para karyawan apaprm level sesuai

kompetensinya untuk menandatangani perjanjian untuk menyimpan kerahasiaan

selama dan ketika menjadi karyawan, bahkan rmtuk selama waktu tertentu

(lazimrya untuk waktu 2 tahun) setelah mereka tidak lagi berstatus sebagai

t5t lbld

t' Jill Mc. Keouglr, op. c .,h. 86-87.

r@ Philip Griffith, Op. Clt,h. 6-7 Bandingkan Jill Mc Kcough, Op. Cit,h. E2-53.
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karyawan Perum Pegadaian. Ini adalatr salah satu cara yang efektif untuk

menyimpan rahasia, di samping cara lain, misalnya {engan menggunakan sarana

teknologi pendukung unhrk mengakses dat6 membatasi karyawan, atau

memberikan akses hanya dan secara khusus untuk karyawan sesuai bidang'

pekeriaaan yang sesuai tupoksinya.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 30/2000 Perum Pegadaian sebagai pemilik

rahasia dagang memiliki hak ekskltr.sif (exclusive right) untuk mengeksploitasi

haknya dengan cara menggunakan (fo execute) sendiri rahasia dagang yang

dimilikinya, atau memberi lisensi (to license), atau bahkan mengalihkan haknya

(to assign) kepada pihak lain @asal 5 UU No.30/2000).

3. Strategi pen,vadaran EKI sebagai Asset TidakBerwujud dari Perum Pegadaian

Dalam rangka perolehan HKI perlu dicermati status hukum kepemilikan

hak (ownership) atas kreasi intelektual yang menyangkut ciptaan, invensi, atau

desain dari sumber daya manusia di perusahaan. Dilihat dari proses pembuatan

kreasi intelektualnya, maka secara umum unhrk pertamakalinya bahwa orang

alamiah inaturlijk persoon) selaku pencipta" inventor, pendesain memiliki hak

mendaku dan mendahulu atas kreasi intelektualnya sebelum terjadi transfer of

exploitation rights kepada Perum Pegadaian.

Dilihat dari pelaksanaan suatu perjanjian, kepemilikan dapat ditentukan

melalui perjanjian yarag dibuat oleh pencipta, inventoq pendesain kreasi

intelektual dengan pihak lain, seperti Perum Pegadaian sebagai intitusi dimana

mereka bekerja. Dalam hal ini sesunggr.rtrnya para pihak bebas untuk membuat

perjanjian apapun ymg mereka kehendaki, asalkan tidak bertentangan dengan
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undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum serta memperhatikan asas-asas

itikad bak (good faith) datam perjanjian. Keterikatan pada perjanjian bisa

dilakukan secara lisan maupun tertulis, namun unhrk perjanjian lisensi atau

pengalihan HKI harus dilakukan secara secara tertulis.

Beberapa bidang HKI timbul karena pendaftaran (first to file system),

sehingga sangat penting unttrk menentukan siapa yang memiliki kewenangan

berhak untuk mendaftarkan suatu kreasi intelektual. Subyek yang tercantum

dalam sertifrkat dianggap sebagai pemegang hak yang memiliki hak eksklusif,

khususnya yang bersifat hak ekonomi (economic right), tanpa menafikan hak

moral (moral right) perorangan alamiah sebagai pencipta, inventor atau pendesain

yang sesungguhnya yang namanya tetap tercantum dalam sertifikat (kecuali

merek. i

Kewenangan Perum Pegadaian selaku pihak pemegang HK[, pada

dasarnya muncul dari hubungm yang didasarkan pada hubungan dinas (ika

dengan karyawan) atau hubungan pekerjaan (misalnya dengan PT Telkom

lldonesia). Kepemilikan dalam rangka hubungan di4as sebagai akibat dari

persyaratan dan kondisi yang tersurat dalam suatu perjanjian k"rja, atau yang

melekat pada perjanjian lain yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerj4 atau

persyaratan-persyatan yang tersirat dan kewajiban yang dibebankan padanya oleh

pemberi O::u, atau ketentuan khusus yang timbul karena undang-undang.

KepemiJikan dalam rangka hubungan ktlrja atau karya pesanan timbul

berdasarkan klausula perjanjian, berdasarkan pertimbangan yang bemilai

(t aluable cons i deration).
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Selain itu, ketentuan khusus yang terdapat dalam peraturan perundang-

tundangan di bidang HKI juga berpenganrh untuk menentukan kepemilikan HKI.

Dengan demikian manakala suatu ciptaan, invensi,tanaman hasil budi dayq

merek, dan desain industri yang dibuat dalam rangka hubungan dinas dengan

Perum Pegadaian, lebihJebih jika menggunakan fasilitas perusahaan, maka

pemegang hak cipta paten, hak varitas tanaman, hak atas merek, dan hak desain

industri adalah perusahaan Perum Pegadaian, kecuali ada perjanjian secara

khusus.

Kejelasan status kepemilikan HKI nantinya akan memiliki implikasi

batrwa subyek adalah pemegang hak eksklusif untuk menggunakan kreasi

intelekhrp.lnya. Hak ini merupakan hak monopoli yang dibenarkan oleh hukum

(legalized monopoly) artinya selain pemegang HKI, pihak lain secara knpa izin,

tidak dibenarkan menggunakan kreasi intelektualnya dan melaksanakan apa yang

menjadi haknya. Hak eksklusif ini memberikan hak untuk melakukan eksploitasi

atas kreasi intelekhralnya, seperti, menggunakan sendiri, atau membenizin pihak

lain, atau mengalihkan hak kepada pihak lain.

Pemegang HKI berdasarkan hak eksklusiftrya dapat meminta pemulihan

jika haknya dilanggar meldlui sarana penegak hukum yang ad4 termasuk

melalui permohonan Penetapan Sementara Pengadilan agil pihak yarrg

melanggar menghentikan perbuatannya yang bersifat melanggar tersebut. Hak

eksklusif ini juga memberikhn pemegangnya kemampuan untuk secara eksklusif

melalcukan pengawasan, pengembangail maupun eksploitasi atas kreasi

intelektualnya, sekaligus bertanggung jawab dan bertanggunggugat atas

keabsahan HKInya.
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. Perlindungan HKI makin dirasakan 'penting, manakala disadari adanya

keterbatasan srunber daya alam. Sedangkan HKI yang bersumber dari

kernampuan intelektual manusia yang merf adi basis sumber daya manusia

sifatrya tidak terbatas. HKI adalah barang bergerak yang bersifat intangible dan

meniliki nilai ekonomis yang sangat besar., Secara teoritis, seseorang atau pihak

pemegang HKI akan memiliki hak ekslusif unhrk memonopoli ciptaaq invensi,

desain, hasil kreasinya selama jangka rvaktu tertentu. Hak ekslusif ini memiliki

dimensi hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral rights). Hak

ekonomi lazimnya mendatangkan kompensasi secara ekonomi, misalnya royalty.

Sedangkan, dimensi hak moral (morul rifit) mengabadikan integrita.snya atas

keasi intelektuel yang bersangkutan.

Di samping itu ada manfaat sosiai dalam bentrk-bentuk penyebarluasan,

pengkayaan dan dukungan yang berguna bagi pengembangan sumber daya

manusia. Pengembangan ini akan mempengaruhi perilaku dan dalam ruang

lingkup yang lebih besar akan membentuk suaFl budaya yang mampu merubah

masyarakat penggune. untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga

diharapkan yang bersangkutan akan meeadi pencipt4 inventor, pendesain baru.

Hal ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Eak Eksluslf
Hak Ekonomi
HakMonl

Hak Monopoli

Manfaat Ekonomi

Pencipta
Inventor
Pemlik merek
Pemlllk desain lndustri
Tata letak slrkuit terpadu
Rahesia dagang

Kemampuan
intelektuel lain

Perilsku

SI}MPengguna
Penyebarluasan

pergkeyaan
dukungru

Budsyg
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Mencennati materi apa yang meniadi obyek perlindungan HKI, memberiken

pemahaman pentingnya HKI ini. HKI terlibat dari awal produk sampai produk

tersebut dipasarkan. HKI berujud paten atau rahasia dagang telah terlibat sejak

awal pemilihan teknologi suatu produk dan di akhir produk HIC hadir dalam

bentuk merek. HKI sebagai suatu asset tidak terlepas dari komponen asset bisnis

perusahaan. Menurut Hellianti Hilmant6l bahwa:

Asset bisnis dari suatu perusahaaa umumnya terdiri dari:

1. Modal Kerja (working capital)
Modal yang berupa kelebihan aset saat ini terhadap kewajiban saat
ini.

2. Aset keras (tangible asset)
Untuk keperluan operasi perusahaan seperti tanalL pabrik,
peralatan dan lain sebagainya

3. Aset lunak tidak berwujtd (intangible asset)
a. Aset lunak yang teridentifikasi (identifable tntangible asset)

seperti Hak Cipt4 Paten, Merek dll.

f6f Helianti Hiknan, Pengelolaan HI{I, Ditjen Dikti Depafiemen Pendidikan Nasional,
Jak rt4 h.5.

Manfaat Sosial
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protectton), namun seyogianya tetap didaftarkan ciptaan kreasi intelektualnya

untuk menyedikan bukti awalyang cukup jika terjadi sengketa. Khusus untu

rahasia dagang hanrs ditempuh upaya yang crrkup dan layak oleh perusahaan

untuk menjaga kerahasiaan informa-.i yang dilindungi rahasia dagang. Perolehan

hak dan pemeliharaan HKI akan menjadi satana preventif dan represif jika tedadi

pelanggaran haknya bahkan jika ada gugatan keabsahan HKI nya oleh pihak

ketiga.

Ketiga, dengan perolehan dan pemeliharaan HKtr secara konsisten, maka di

masa yang akan datang hal ini akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan

(company revenae) dan memaksimallon keuntungan (generate profitability).

Keempat, Perum Pegadaian secara terus menerus harus melakukan

pencitraan, melakukan image building dalam seluruh aktivitasnya-selain untuk

membangm loyalitas konsumen juga untuk membangun performance yang

disegani oleh kompetitornya.

Kelim4 Perum Pegadaian harus membangun strategi pengembangan

bisnis dengan sistem manajemen yang konsisten (business growth strategl with a

consistent management system). Disini pentingnya loyalitas personalia Penrm

Pegadaian pada perusahaan dalam membangun budaya bisnis yang beretika untuk

selalu menghargai kreasi intelektua.l. Loyalitas kepada perusahaan termasuk

untuk tidak mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia dagang perusahaan,

sekalipun dengan "bujukan" kompensasi ekonomi yang menjanjikan.

, Akhimya dari selunrh stategi yang ad4 yang paling penting adalah

membangun budaya perusahaan (corporate cultwe) dan budaya HKI (IPR

culture) pada Perum Pegadaian.



BAB IV

PENUTUP

1. Kdsimpulan

a. Kreasi intelektual Perum Pegadaian yang berpotensi HKI mencakup

produk jasa perkreditan dan produk lainnya. Prodtrk jasa perkreditan

meliputi KCA, AR-RAHN, ARRUM, MULIA dan KREASI. Sedangkan

produk lain meliputi Jasa Titipan, Jasa Taksiraru KUCICA, Jasa Lelang

Properti dan Sewa Gedung. Namun sayangnya potensi HKI belum

terlindungi secara maksirnal.

b. Potensi HKI pada Perum Pegadaian yang terkait dengan produk dan

aktivitasnya meliputi hak cipta paten, hak varitas tanaman, hak merek,

hak desain industi dan hak rahasia dag*g. Hak cipta merupakan

perlindurrgan hukum untuk hampir semua kreasi intelektual Perum

Pegadaian yang berupa buku, rekaman video, foto, program komputer dan

lain-lain. Paten untuk invensi berupa metode bisnis (business method).

Potensi terbesar untuk merek PEGADAIAN, baik sebagai merek dagang

dan/atau merek jasa. Desain industri untuk beberapa kreasi yang

mengandung nilai estetika, seperti kantung mas dan mata itiknya Ratrasia

dagang juga sangat potensial bagi Perum Pegadaian yang harus dilindungi

secara maksimal.

c. Strategi penyadaran HKI sebagai asset tidak berwujud dari Perum

Pegadaian tentunya harus dimulai dari sumber daya manusianya.

Kesadaran nilai ekonomi (economic value) dari HKI dan manfaat HKI

105
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yang tidak saja sebagai keunggulan kompetitif (competitive advantages)

batkan ketrnggutan kepemilikan (the ownershtp advantages) harus

menladi bagian dari budaya perusahazrl (corporde culture) alan ufiuk ittl

perlindungan hukum atas kreasi intelektual melalui sistem HK[ menjadi

sangat signifftan.

2. Saran

a. Pemetaan HI(I telah dilakukan, sclrr'rg,ga perlu langkatr konkrit untuk

mewujudkan pertindungan HKI ya,, rnaksimal bagi Perum Pegadaian.

untuk itu pengelolaan pendaftaran r, :t rlisllisn manogemenl), temrasuk

pemeliharaan (maintenance) HK]r perl! l :iegera dilaksanakan;

b. sejalan dengan upaya (a) tersehrrl, sosialisa-"i dalam bentuk pelatihan,

pendampingan, konsultasi tciltang segala permasalahan yang menyangkut

HKI perlu dilakukan untuk memberikan pengetatruan (lmoluledge) dan

pemalraman (aclvrowledgement) yang layak (appropriate) bagi seluruh

' sumber daya manusia Perusahaan;

c. Perlunya penguatan eksistensi dan kompetensi Biro Hukum pada

Sekretariat Perusahaan yang tidak hanya menangani masalatr hukum pada

umunnya, tetapi juga masala}r legalitas dan penegakkan hak milih

diantaranYa HKI Perusatraan ;

d. Kerjasama yang lebih intensif dengan kalangan akademisi, khususnya

Fakults Hukum universitas Airlangga perlu ditingkatkan berbasis pada

prinsip kerjasama fng saling menguntungkan (simbiosis mutualistis),

lebih-lebih di era btowledge-based economy saat ini'
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